BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : g1 TAHUN 2022

TENTANG

POLA TATA KELOLA PENERAFPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TINANGGEA
KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 38 ayat (2|
Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah, Pola Tata Kelola Penerapan Badan
Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pola
Tata kelola Penerapan Badan Layvanan Umum
Daerah Pusat Kesehatan Masvarakat Tinanggea

Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Konawe
Selatan di  Provinsi  Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



..

2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4267);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4286];

. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan MNegara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara  Eepublik
Indonesia Nomor 4355];

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang  Pemeriksaan Pengelolaan  dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 200% Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

. Undang-Undang Nomar 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 6737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2013
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar
MNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
02, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201%

tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322},

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1213);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun
2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan
Mutu Pelavanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pusat
Kesehatan Masyarakat;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun
2019 tentang Pusat Kesehatan Masvarakat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1335);

12. Peraturan Menterdi Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknms
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 679);

13, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG POLA
TATA KELOLA PENERAFAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TINANGGEA
KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.



10.

11,

12.

13,

14.

S 4.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintah Daerah vang memimpin pelaksana urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.

Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Konawe
Selatan.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Konawe Selatan

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keseahatan Kabupaten Konawe
Selatan.

Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat
Kabupaten Konawe Selatan,

Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah
fasilitas pelayanan kesehatan vang menvelenggarakan Upaya
Kesehatan Masvarakat dan Upava HKesehatan Perorangan Tingkat
Pertama, dengan lebih mengutamakan Upaya Promotif dan Preventif
untuk mencapai derajat keschatan masyarakat vang setinggi-tingginya
di wilavah kerjanva.

Badan Lavanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah
Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan yang
dibentuk untuk memberikan pelayvanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD
pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan vang
berlaku umum,.

Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventifkuratif
dan rahabilitatif.

Upaya Kesehatan masyarakat yang selanjutnyva disingkat UKM adalah
setiap keglatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta
mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan
sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.

Upava Kesehatan Perorangan yang seLanjutnya disingkat UKF adalah
suatu kegiatan dan/atau seranpgkaian kegiatan pelayanan Kesehatan
yang ditujukan untuk peningkatan (Promotif], Pencegahan (preventif),
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Penyembuhan Penyakit (kuratiff dan memulihkan kesehatan
perseorangan (rehabilitatif).

Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Selanjutnva disebut BLUD
Puskesmas adalah Puskesmas HKabupaten Konawe Selatan di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang
menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

FPeraturan Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas adalah Peraturan yvang
mengatur tentang hubungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten
Konawe Selatan sebagai pemilik, Dinas Kesehatan Kabupaten
kKonawe Selatan sebagai Pembina teknis dengan pejabat Pengelola dan
Pegawai BLUD di Puskesmas yang menerapkan Badan Layanan Umum
Daerah.

Pemhina Teknis adalah Pembina vang melakukan pembinaan secara
teknis kepada BLUD Puskesmas.

Pembina Teknis BLUD Puskesmas adalah Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Konawe Selatan,

Pembina Keuangan adalah Pembina vang melakukan pembinaan
keuangan kepada BLUD Puskesmas.

Pembina keuangan BLUD Puskesmas adalah Kepala Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Dewan Pengawas adalah pengawas vang melakukan pengawasan
operagional dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Pemimpin
BLUD Puskesmas dengan keanggotaan yvang memenuhi persyaratan
dan peraturan vang berlaku.

Jabatan Struktural adalah Jabatan yang secara nyata dan tegas diatur
dalam lini organisasi.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil
dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan
pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
Pejabat pengelolah Badan Keuangan Daerah adalah Pejabat
Pengelolaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD
adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
Pimpinan BLUD Puskesmas adalah Kepala Badan Layanan Umum
Daerah Puskesmas Kabupaten Konawe Selatan,
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Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas adalah Pimpinan BLUD yang
bertanggung Jawab terhadap kinerja Operasional BLUD Puskesmas
yang terdiri atas Pimpinan (Pemimpin BLUD Puskesmas), Pejabat
Keuangan [Kepala Subag Tata Usaha), dan Pejabat Teknis (Koordinator
Pengelola Program UKM dan Koordinator Pengelolah Program UKP
Puskesmas| vang diangkat melalui Surat Keputusan Bupati Konawe
Selatan.

Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan
BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran
bersanglutan vang tidak perlu dibayar kembali.

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan vang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

Biaya adalah sejumlah pengeluaran yvang mengurang ekuitas dana
lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan
operasional BLUD,

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat
ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka
pelayanan kepada masvarakat.

Basis Akrual adalah basis akuntansi vang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saaat transaksi dan peristiwa itu
terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.

Rekening kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uwang BLUD
vang dibuka oleh Pemimpin BLUD pada Bank umum untuk
menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran
pengeluaran BLUD.

Laporan Keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yvang
merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi
sehingga tersaji sebagal satu entitas pelaporan.

Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA
adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang
berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

Dokumen Pelaksanasn Anggaran BLUD vang selanjutnya disingkat
DPA-BLUD adalah dokumen vang memuat pendapatan dan biaya,
proveksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa vang
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akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
oleh BLUD.

Rencana Strategis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra BLUD
adalah Dokumen lima tahunan vang memuat Visi, Misi Program
Strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan
operasional BLUD.

Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok
ukur layanan minimal vang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
Praktik bisnis yang schat adalah penvelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen vang baik dalam rangka
pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Satuan pengawasa internal adalah perangkat BLUD wvang bertugas
melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka
membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan,
keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social
responsibilify] dalam penyelenggaraan bisnis sehat,

Dewan Pengawas BLUD vang selanjutnya disebut Dewan Pengawas
adalah organisasi vang bertugas melakukan pengawasan terhadap
pengelolaan BLUD.

Nilai Omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang
diterima oleh BLUD yang berasal dan barang dan/atau jasa layanan
yang diberikan kepada masvarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain
dan /atau hasil usaha lainnva.

Nila: aset adalah jumlah akiva yang tercantum dalam neraca BLUD
pada akhir satu tahun buku tertentu dan merupakan bagian dari aset
pemeriniah daerah vang tidak terpisahkan,

Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa vang diberikan oleh
BLUD termasuk imbalan hasil vang wajar.

Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen,
gaji, tunjangan, insentif, bonus, pesangon dan pension.

(raji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat
tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan.

Insentif adalah imbalan kerja berupa uang vang bersifat tambahan
pendapatan diluar gaji.

Bonus atau prestasi adalah imbalan kerja berupa uang vang bersifat
tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas
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prestasi kerja yvang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
anggaran BLUD vang memenuhi syarat tertentu.

Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan
sesuai dengan kemampuan keuangan,

Pensiunan adalah imbalan kerja berupa uang yang diberikan saat
purna tugas

Tokoh masyarakat adalah mereka vang Lkarena prestasi dan
perilakuknya dapat dijadikan contoh/ tauladan bagi masyarakat.

Staf Medis adalah Dokter dan Dokter Gigi vang bekerja purna waktu
maupun paruh waktu di unit pelayanan BLUD Puskesmas.

Profesi kesehatan adalah mereka vang dalam tugasnyva telah mendapat
Pendidikan formal Kesehatan dan melaksanakan fungsi melayvani
masyarakat dengan usaha pelayanan Kesehatan.

Tenaga adminstrasi adalah orang atau sekelompok orang bertugas
melaksanakan adminstrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan
tugas-tugas pelavanan medis dan non medis dalam meningkatkan
mutu layanan Puskesmas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bag Pusat
Kesehatan Masyarakat lingkup pemerintah Kabupaten
Konawe Selatan, khususnya UPTD Puskesmas Tinanggea untuk
menyusun Pola Tata Kelola Penerapan Badan Lavanan Umum
Daerah.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah tersedianya acuan bagi Pusat
Kesehatan Masyvarakat Iingkup Pemerintah Kabuparten
Konawe Selatan untuk menvusun persvaratan Admimstratil Pola
Tata Kelola BLUD.



S0

BAB III
POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Identitas Puskesmas
Pasal 3
(1) Nama UPTD Puskesmas adalah Puskesmas vang akan melaksanakan
layanan BLUD Kabupaten Konawe Selatan
(2] UPTD Puskesmas Tinanggea merupakan Puskesmas lingkup Pemerintah
Kabupaten Konawe Selatan yang diusulkan menjadi BLUD.

Bagian Kedua
Falsafah, Visi, Misi Tujuan Strategis dan Nilai-Nilai Dasar

Pasal 4

(1) Falsafah BLUD UFTD Puskesmas Tinanggea adalah memberikan
pelayanan Kesehatan dalam fungsi Upaya Kesehatan Masyarakat [UKM)]
dan Upava Kesehatan Perorangan (UKP] dengan orentasi pada
perbaikan dan peningkatan mutu layanan secara berkesinambungan
dan terus menerus vang diabdikan bagi peningkatan derajat Kesehatan
masyarakat.

(2] Visi BLUD Puskesmas adalah *Mewujudkan Kemandirian Masvarakat

Untuk Hidup Sehat Menuju Kecamatan Tinanggea Sehat Tahun 2026"

(3) Misi BLUD UPTD Puskesmas Tinanggea adalah !

a. mewujudkan terciptanva pelavanan kesehatan yang bermutu serta
dapat dijangkau dan mudah pada semua masyarakat di wilayah
UFTD Puskesmas Tinangges.

bh. mewujudkan Manajemen Layanan Keschatan yang berkualitas di
wilayah UPTD Puskesmas Tinanggea.

¢. menciptakan Sumber Daya Manusia di bidang kesehatan vang
Unggul di UPTD Puskesmas Tinanggea.

d. menciptakan lingkungan sehat di wilayah UPTD Puskesmas
Tinanggea vang merupakan sumber kesehatan perorangan, keluarga
dan masvarakat.
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(4] Tujuan Strategis !

a.

melaksanakan pelayvanan Kesehatan yang berorintasi pada kepuasan
konsumen serta mengacu pada Standart Operasional Pelayanan

[SOP).

. pengembangan dan meningkatkan profesionalisme SDM dalam

mendukung program unggulan BLUD UPTD Puskesmas

c. pemgembangan fasilitas Kesehatan;

d. evaluasi pengawasan, pengendalian sistermn pelayanan secara periodik

guna perbaikan manajemen pelayanan Puskesmas dan;

perluasan akses layanan Kesehatan dengan adanyva dukungan
pemberian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalun Badan
Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) dan Layanan out of pocket bagi
segmen pasien Non BPRJS.

(5} Nilai nilai dasar yang dianut Puskesmas dituangkan dalam Tata Nilai
*MEAMBO™ yvaitu;

M : Mandiri dalam berkreasi dan berinovasi

E
A
M
B

0

: Empati terhadap pasien dan masyarakat

: Amanah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab

: Melavani dengan ikhlas
: Bertakwa kepada Tuhan vang MAHA ESA
¢ Objektif dalam melayani pasien dan masyarakat

(6) Pola Tata Kelola BLUD UPTD Puskesmas Tinanggea terdapat dalam

lampiran Peraturan Bupati Konawe Selatan

BLUD

Bagian Ketiga
Kedudukan Organisasi dan Pemerintah Daerah

Pasal 5
UPTD Puskesmas merupakan BLUD milik Pemerintah Daerah yang

berkedudukan dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 6

(1) Selaku pemilik BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 5, Pemerintah Daerah Bertanggung Jawab terhadap kelangsungan
hidup, perkembangan dan kemajuan BLUD UPTD Puskesmas sesuai

dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
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Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan mempunyai kewenangan

meliputi:

a. menetapkan Peraturan tentang Tata Kelola dan Standar Pelayanan
Minimal beserta perubahannyva;

b. membentuk dan Menetapkan pejabat pengelola dan Dewan Pengawas,

¢. memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan pengawas sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. menelaah Rencana Bisnis Anggaran (RBA); dan

e. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan dan
memberikan penghargaan kepada pegawai vang berprestasi,

Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kegiatan BLUD UPTD

Puskesmas.

Bagian Keempat
Tujuan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 7
BLUD UPTD Puskesmas bertujuan untuk memberikan layanan umum
secara lebih efektif, efisian, ekonomi, transparan dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan
dengan praktek bisnis vang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan
Pemenntah Daerah yang pengelolaannya di lakukan berdasarkan
kewenangan yvang didelegasikan oleh Bupati.
Tugas BLUD UPTD Puskesmas adalah melaksanakan kebijakan
Kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan Kesehatan diwilayah
kerja BLUD UPTD Puskesmas dalam rangka mendukung terwujudnya
kecamatan sehat.
Dalam menvelenggarakan tugasnya BLUD UPTD Puskesmas Mempunyai
fungsi
a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah Kesehatan
masvarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijjakan Kesehatan;
c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan
masyarakat dalam bidang Kesehatan;
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. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan
menyelesaikan  masalah  Kesehatan pada  setiap  tingkat
perkembanagan masvarakat yang bekerjasama dengan sektor lain
terkait,

. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelavanan dan
upaya Kesechatan bebrbasis masyarakat;

melaksanakan peningkatan kompetensi sumber dava manusia
Puskesmas;

. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan Kesehatan;

. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses
mutu dan cakupan Pelayanan Kesehatan,

memberikan rekomendasi terkait masalah Kesehatan masyarakat,
termasuk dukungan terhadap sistemn kewaspadaan dini dan respon
penanggulangan penyakit.

menvelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif,
berkesinambungan dan bermutu;

. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upava
promotif dan preventif;

menyelenggarakan pelayanaan Kesehatan yang berorientasi pada
individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;

. menyelenggarakan pelavanan Kesehatan yang mengutamakan
keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;

. menvelenggarakan pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif
dan kerjasama inter dan antar profesi;

0. melaksanakan Relkam Medis;
p- melaksanakan Pencatatan , pelaporan dan evaluas: terhadap mutu

dan akses pelayvanan Keschatan;

. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Keschatan;

. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaaan fasilitas
pelayanan Kesehatan tingkat pertama diluar wilayah kerjanya; dan

. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan
gistem rujukan.

Bagian Kelima
Pembina dan Pegawas Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas

Pasal 8
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Pembina dan Pengawas BLUD UPTD Puskesmas terdiri dari :

.

b,
c.

pembina teknis dan Pembina Keuangan;
satuan Pengawas Internal; dan
dewan Pengawas.
Paragraf 1
Pembina Teknis dan Pembina Keuangan
Pasal 9

(1) Dalam rangka pembinaan teknis, Kepala Dinas Kesehatan melakukan

(2

(1)

12]

3]

(4]

(1)

2]

pembinaan terhadap BLUD UPTD Puskesmas
Dalam rangka pembinaan keuangan, Kepala BKAD melakukan
pembinaan terhadap BLUD UPTD Puskesmas.

Paragraf 2
Satuan Pengawas [nternal

Pasal 10
Satuan Pengawas [ntermal adalah kelompok jabatan fungsional vang
bertugas melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap
pengelolaan sumber daya BLUD UPTD Puskesmas.
Pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya BLUD
UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
mengawasi apakah kebijakan pimpinan telah dilaksanakan dengan
sebaik-baiknva oleh bawahannva sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.
Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.
Satuan Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan
Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.

Paragraf 3
Pembentukan Dewan Pengawasan

Pasal 11
Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3 dapat
dibentuk oleh Bupati.
Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat dilakukan oleh BLUD vang memiliki realisasi pendapatan
menurut laporan realisasi Anggaran 2 (tahun) terakhir.
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(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk
pengawasan dan pengendalian internal yvang dilakukan oleh Pejabat
Pengelola,

(4) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banvak 3 (tiga) orang atau 5
(lima) orang.

(5) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banvak 3 (tiga] orang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yvang memiliki :

a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 [dua)
tahun terakhir sebesar, Rp 30.000.000.000,00(tiga puluh miliar
rupiah sampai dengan REp 100.000.000.000,00(seratus miliar rupiah);
atau

b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp
150.000.000.000,00 | sertaus lima puluh miliar rupiah] sampai
dengan Rp 500.000,000.000,00 {lima ratus miliar rupiah).

[6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang
sebagaiman dimaksud pada avat 4 (empat) untuk BLUD vang rmemiliki :
a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 [dua)

tahun terakhir lebih besar dari Rp 100.000.000.000,00{seratus miliar
rupiah}; atau

b. nilai aset menurut neraca 2 {dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp
500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Paragraf 4
Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 12
(1] Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(2] Dewan pengawas berkewajiban:

a. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai
RBA yvang diusulkan oleh pemjabat pengelola;

b, mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan
pendapat serta saran kepada kepala daerah mengenai setiap
masdalah vang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;

c. melaporkan kepada kepala daerah tentang Kinerja BLUD,
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d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam
melaksanakan pengelclaan BLUD;

e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun
non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan
penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan

f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

(3] Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepada kepala daerah secara berkala paling
sedikit 1 (satu] kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila
diperlukan.

Paragraf 5
Keanggotaan Dewan Pengawas

Pazal 13

(1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayvat

{5] terdin atas unsur :

a. 1 [satu) orang pejabat OPD vang membidang BLUD;

b. 1 (satu) orang pejabat OPD vang membidangi pengelolaan keuangan
daerah; dan

c. 1 [satu) orang tenaga ahli vang sesuai dengan kegiatan BLUD.

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat

(6} terdiri atas unsur :

a. 2 (dua) orang pejabat OPD vang membidangi BLUD,

b. 2 (dua) orang pejabat OPD yang membidangi pengelolaan keuangan
daerah; dan

¢. 1 (saru) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

(3). Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan ayat (2]
huruf ¢ dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi
vang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.

(4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dan
avat (2] dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga)
BLUD.,

(5] Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat
Pengelola diangkat.
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(6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas vang bersangkutan
harus memenuhi syarat:

a.
b.

A~ U

b

sehat jasmani dan rohani;

memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur,
perilaku yvang baik, dan dedikasi vang tinggl untuk memajukan dan
mengembangkan BLUD;

memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;

memiliki pengetahuan yvang memadai tugas dan fungsi BLUD,
menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnva;
berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);

berusia paling tinggt 80 (emam puluh] tahun terhadap unsur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2);

. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau

Komisaris yang dinvatakan bersalah menyebabkan badan usaha
vang dipimpin dinyvatakan pailit; i. Hdak sedang menjalani sanksi
pidana; dan

. tidak sedang menjadi pengurus partai poliik, calon Bupati atau

calon wakil Bupati, dan/ atau calon anggota legislatif.

Paragraf &

Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 14

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat
diangkat Kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila

belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh tahun)

(2] Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling

tinggi 60 {enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli
dapat diangkat kembali untuk 1 |satu) kali masa jabatan berikutnya.
(3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:

a. meninggal dunia,
b. masa jabatan berakhir: atau

C.

diberhentikan sewalktu-walktu.

{4) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sewaktu waktu sebagaimana
dimaksud pada avat {3) huruf ¢, apabila:

a.
b.

tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan;
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terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;

d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. mengundurkan diri; dan

f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian
pada BLUD, Negara, dan/atau Daerah.

Paragraf 7
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 15
(1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk
mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagimana dimaksud pada ayat (1) bukan
merupakan anggota Dewan Pengawas.
(3) Sekretaris Dewan Pengawas dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemenntah Kabupaten Konawe Selatan atau diambil dan
unsur non Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 16
Segala biaya vang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas
dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam
RAB.

Bagan Keenam
Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola
Paragraf |
Struktur Organisasi

Pasal 17
Struktur organisasi BLUD UPTD Puskesmas ditetapkan berdasarkan
kompetensi dan kebutuhan Praktik Bisnis Yang Sehat.
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Paragraf 2
Komposisi Pejabat Pengelola

Pasal 18

(1) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas adalah Pimpinan BLUD Puskesmas
yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD Puskesmas,
terdiri atas:
a. pemimpin BLUD Puskesmas;
b. pejabat keuangan; dan
c. pejabat teknis.

(2] Sebutan pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis sebagimana
dimaksud pada ayat (1} disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku
di BLUD.

Faszal 19

Pemimpin BLUD Puskesmas bertanggung jawab kepada Bupati .

Pasal 20
Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD Puskesmas bertanggung jawab
kepada Pemimpin BLUD Puskesmas sesuai bidang tanggung jawab masing-
masing.
Pasal 21
(1) Komposisi pejabat pengelola BLUD Puskesmas dapat dilakukan
perubahan, baik jumlah maupun jenisnva, setelah melalui analisis
organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
(2] Perubahan komposisi pejabat pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3
Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 22
(1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD
Puskesmas ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan prakuk

bisnis yang sehat.
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(2] kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian
berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku vang diperlukan
dalam tugas jabatan.

(3] Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan
kualifikasi sesuai kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.

(4) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas diangkat dan diberhentikan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 23
(1) Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas merupakan
Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang.
(2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berasal dari Pegawai Negeri Sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai
Kuasa Pengpuna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang.

Paragraf 4
Persyaratan menjadi Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknmis

Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas

Pasal 24

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin BLUD Puskesmas adalah :

a. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha
guna kemandirian keuangan;

b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi
pemegang keuangan perusahaan vang dinyatakan pailit;

¢. berstatus ASN dan Non ASN sesuai ketentuan perundang-undangan
yvang berlaku; dan

d. bersedia membuat surat pernvataan kesanggupan untuk menjalankan

prinsip pengelolaan keuangan yang sehat di BLUD Puskesmas.

Pasal 25
Svarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas
adalah sebagai berikut ;
a. memenuhi kriteria keahlian sebagai pengelola keuangan, integritas,
kepemimpinan dan pengalaman di bidang keuangan dan/atau
akuntansi;,
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berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha
guna kemandirian Keuangan;

mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjad:
pemegang keuangan perusahaan vang dinyatakan pailit;

berstatus PNS sesuai ketentuan perundang-undangan vang berlaku; dan
bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan
prinsip pengelolaan keuangan yvang sehat di BLUD Puskesmas.

Pasal 26

Svarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Teknis BLUD Puskesmas
adalah:

.

seorang dokter/dokter gigi, Sarjana Kesehatan Masvarakat, Sarjana
Keperawatan, tenaga kesehatan lain minimal Diploma tiga yang
memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman
di bidang pelayvanan Kesehatan,

berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan
pelayvanan vang profesional;

mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan BLUD
Puskesmas;

berstatus ASN dan non ASN sesuai ketentuan perundang-undangan
vang berlaku; dan

bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan
dan mengembangkan pelavanan di BLUD Puskesmas.

Paragraf 5
Larangan Merangkap Jabatan

Pazal 27

Pejabat pengelola BLUD Puskesmas dilarang merangkap jabatan dalam
Struktur Organisasi BLUD Puskesmas guna optimalisasi pelayanan.

Paragraf &
Pemberhentian Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis Badan
Layanan Umum Daerah Puskesmas
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Pasal 28

Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis BLUD Puskesmas dapat
diberhentikan karena :

a.
b.

meninggal dunia;

berhalangan secara tetap selama 3 [tiga) bulan berturut-turut;

tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;

melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang telah
digariskan;

mengundurkan diri karena alasan yang patut; dan

terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum vang memiliki
kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan peradilan karena
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana vang
ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum,

Paragraf 7

Tugas, fungsi, wewenang dan Tanggung Jawab Pemimpin Badan Layanan

Umum Daerah Puskesmas

Pasal 29

Tugas Pemimpin BLUD Puskesmas adalah:

f,

memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan
mengevaluasi penvelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan
produktivitas;

merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya
sesual dengan kebijakan vang telah ditetapkan oleh Bupati;

menyusun Renstra;

menyiapkan EBA;

mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupat
sesuai dengan ketentuan;

menetapkan pejabat lainnva sesuail dengan kebutuhan BLUD selain
pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan,
mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD vang dilakukan oleh
pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan
internal, serta menyampaikan dan mempertanggungiawabkan kinerja
operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan

tugas lainnya vang ditetapkan oleh Bupati =sesuai dengan

kewenangannya.
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Fungsi Pernimpin BLUD Puskesmas adalah:

a.
b

sebagal penanggung jawab umum operasional dan keuangan; dan
bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
Puskesmas.

Pasal 31

Wewenang Pemimpin BLUD Puskesmas adalah :

a.
b.

menetapkan kebijakan operasional BLUD Puskesmas;

menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap
BLUD Puskesmas;

mengangkat dan memberhentikan pegawai BLUD Puskesmas sesuai
peraturan perundang-undangan;

menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai
BLUD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
memberikan penghargaan pegawai, karyawan dan profesional yang
berprestasi tanpa atau dengan sejumlah uang vang besarnva tidak
melebihi ketentuan yvang berlaku;

memberikan sanksi vang bersifat mendidik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;,

mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian Tata
Usaha dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Fungsional Puskesmas kepada
Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan;

. meminta pendapat ahli, profesional konsultan atau lembaga independen

manakala diperlukan;

menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan
uraian tugas masing-masing;

menandatangani perjanjian dengan pthak lain untuk jenis perjanjian
vang bersifat teknis opersional pelayanan;

mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya; dan
meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari Kepala Sub
Bagian Tata Usaha BLUD Puskesmas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
Fungsional Puskesmas,

Pazal 32

Tanggung jawab Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
menyangkut hal-hal sebagai berikut:
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kesesuaian kebijakan BLUD Puskesmas;

kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan BLUD Puskesmas;
kesesuaian program kerja, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan
serta laporan kegiatannya; dan

meningkatkan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan.

Paragraf 8
Tugas dan fungsi Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Puskesmas
Pasal 33

Tugas Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas adalah :

.
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merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
mengoordinasikan penyusunan RBA,
menylapkan DPA;
melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
menyelenggarakan pengelolaan kas;
melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah vang berada
dibawah penguasaannya;
menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan,
menyelenggarakan akuntansi dan penvusunan laporan keuangan; dan
tugas lainnyva yvang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan/atau pemimpin
sesual dengan kewenangannyva.

Pasal 34

Fungsi Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas adalah :

a.

pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai
penanggung jawab keuangan; dan

pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh bendahara
penerimaan dan bendahara pengeluaran;

pejabat Keuangan, bendahara penerimaan, dan Bendahara pengeluaran
harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 9

Tugas dan fungsi Pejabat Teknis Badan Lavanan Umum Daerah Puskesmas
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Pasal 35

Tugas Pejabat Teknis BLUD Puskesmas :

.

menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di
dangnya;

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan
RBA;

memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan
pelayanan dibidangnya; dan

tugas lainnya vang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin
sesual dengan kewenangannya,

Pasal 36

Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas mempunvai fungsi sebagai

penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelavanan di bidangnva

vang berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan

kualitas sumber dayva manusia dan peningkatan sumber daya lainnva.

(1]

Bagian Ketujuh
Struktur Organisasi
Paragrafl 1
Fungsi Organisasi Puskesmas

Pasal 37
(1) Fungsi Organisasi Puskesmas terdiri dari fungsi pelayanan kesehatan
dan fungsi penvelenggaraan administrasi.
(2) Fungsi Pelayanan Kesehatan meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat
dan Upaya Kesehatan Perorangan, Farmasi, dan Laboratorium.
(3] Fungsi penyelenggaraan administrasi meliputi keuangan, umum dan
kepegawaian, dan perencanaan.

Pasal 38
Ouna memungkinkan penvelenggaraan kegiatan pelavanan, pendidikan
dan pelatihan serta pengembangan pelayanan kesehatan dibentuk
Koordinator Pengelola Program UKM dan Koordinator Pengelala
Program UKP BLUD Puskesmas sebagali penanggung jawab dan
pengelola pelayanan vang merupakan kelompok pengelola pelayanan

non struktural.
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(2) Koordinator Pengelola Program UKM dan Koordinator Pengelola
Program UKP BLUD Puskesmas sebagai penanggung jawab dan
pengelola pelayanan sebagaimana dimaksud pada avat (1),
berkedudukan di dalam struktur organisasi BLUD Puskesmas.

(3] Pembentukan Koordinator Pengelola Program UKM dan Koordinator
Pengelola Program UKP BLUD Puskesmas sebagai penanggung jawab
dan pengelola pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(4] Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelavanan wajib
berkoordinasi antara Koordinator Pengelola Program UKM  dan
Koordinator Pengelola Program UKP BLUD Puskesmas sebagai
penanggung jawab dan pengelola pelayanan.

(5] Koordinator Pengelola Program UKM dan Koordinator Pengelola
Program UKP BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya dibantu

oleh tenaga fungsional dan atau tenaga non fungsional.

Pasal 39
(1) Pembentukan dan perubahan Koordinator Pengelola Program UKM dan
Koordinator Pengelola Program UKF BLUD Puskesmas didasarkan atas
analisis organisasi dan kebutuhan.
(2} Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Koordinator Pengelola
Program UKM dan Koordinator Pengelola Program UKP BLUD
Puskesmas dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 40
Koordinator Pengelola Program UKM dan Koordinator Pengelola Program
UKP BLUD Puskesmas mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan,
melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan

pelavanannya masing-masing.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 41
(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional
vang terbagi atas berbapai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang
keahliannyva.
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(3)

(4]

(1)

(2]

]

(1}
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Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai
dengan jabatan fungsional masing-masing.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 3
Staf Medis Fungsional

Pasal 42
Staf medis fungsional adalah kelompok dokter yvang bekerja di bidang
medis dalam jabatan fungsional,
Stal medis fungsional mempunvai tugas melaksanakan diagnosis,
pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan
kesehatan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan.
Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis fungsional menggunakan
pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

Bagian Kedelapan
Prosedur Kerja

Pasal 43
Hubungan dan mekanisme kerja dalam struktur organisasi BLUD
Puskesmas ditetapkan sebagai berikut .

a. pemimpin BLUD Puskesmas bertanggung jawab secara langsung atas
kineja operasional pelayanan secara komprehensif dengan
penerapan BLUD;

b. pejabat keuangan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan pejabat teknis
Koordinator Pengelola Program UKM dan Koordinator Pengelola
Program UKP BLUD Puskesmas dalam menjalankan tugas dan
kewajibannva bertanggung jawab secara langsung kepada pemimpin
BLUD Puskesmas;

c. pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
dibantu oleh penanggung jawab akuntansi, verifikasi dan pelaporan,
penanggung jawab umum dan kepegawaian, penanggung jawab
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perencanaan  program  dan  evaluasi, dan penanggung jawab
pengelolaan sarana dan prasarana;

d. penanggung jawab akuntansi, verifikazi dan pelaporan dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh bendahara
pengeluaran, bendahara penerimaan dan pengelola akuntansi,
verifikasi dan pelaporan; dan

e. dalam hal ada satuan pengawas internal [SPI], SPl berkedudukan
langsung di bawah pemimpin dan wajib menyampaikan laporan atas
pelaksanaan tugas pengawasan Operasional.

Pasal 44
Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur pimpinan dan penanggung
jawab satuan organisasi unit kerja di lingkungan BLUD Puskesmas wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan
lintas fungsi secara vertikal dan horisontal baik di lingkungannya serta

dalam wadah organisasi secara komprehensif sesuai tugas masing-masing.

Pasal 45
Setiap unsur pimpinan dan penanggung jawab satuan organisasi unit kerja
di lingkungan BLUD Puskesmas wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-
langkah vang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 46
Setiap unsur pimpinan dan penanggung jawab satuan Organmisast umt kerja
di lingkungan BLUD Puskesmas bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk
bagi pelaksanaan tugas bawahannya,

Pasal 47
Setiap unsur pimpinan dan penanggung jawab satuan organisasi unit kerja
di lingkungan BLUD Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
bertanggung jawab kepada atasan serta menvampaikan laporan berkala
pada waktunyva
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Pasal 48
Setiap laporan yang diterima dari bawahan oleh setiap unsur pimpinan dan
penanggurg jawab satuan organisasi unit kerja di lingkungan BLUD
Puskesmas, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan perubahan untuk
menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya.

Pasal 49
Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan
lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada Dinas
Kesehatan vang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 50
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur pimpinan dan penanggung
jawab satuan organisasi unit kerja di lingkungan BLUD Puskesmas dalam
rangka pemberian bhimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-
masing wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Kesembilan
Pengelolaan Sumber Dayva Manusia

Pasal 51
Pengelolaan SDM  meliputi  pengadaan, persyaratan, pengangkatan,
penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban, termasuk sistem
rewsard and punishment, serta pemberhentian (PHK) Pejabat Pengelola dan
Pegawai yang berasal dan tenaga profesional lainnya diatur dengan dengan
Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 1
Tujuan pengelolaan

Pagal 52
(1) Sumber daya manusia BLUD Puskesmas dapat berasal dari Pegawai
Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil.
(2) Penerimaan pegawai BLUD Puskeamas adalah sebagai berilkut
a. untuk pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
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b, untuk penerimaan pegawal non Pegawal Negeri Sipil dilakukan
sesual dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penpghargaan dan Sanksi

Pasal 53

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas pegawai, BLUD

Puskesmas menerapkan kebijakan tentang imbal jasa bagi pegawai vang

mempunyal kinerja baik dan sanksi bagi pegawai vang tidak memenuhi

ketentuan atau melanggar peraturan yang ditetapkan,

{1}

(2

(1]

(2)

(1)

Pasal 54
Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian,
Penghargaan vang diberikan kepada pegawai non Pegawai Negeri Sipil
atas prestasi kerja terhadap kinerja BLUD Puskesmas akan diberikan
berdasarkan sistem remunerasi vang berlaku pada BLUD Puskesmas.

Pasal 55
Rotasi Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negen Sipil dilaksanakan
dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.
Rotasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
a, penempatan seseorang pada pekerjaan yvang sesual  dengan
Pendidikan dan keterampilannya;
masa kerja di sub unit tertentu;
pengalaman pada bidang tugas tertentu;
kegunaannyva dalam menunjang karir; dan

T a0 o

kondisi fisik dan psikis pegawai,

Paragraf 3
Pengangkatan pegawai

Pasal 56
Pegawai BLUD Puskesmas dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil
dan/atau non Pegawai Negeri Sipil vang profesional sesuai dengan
kebutuhan.
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Pegawai BLUD Puskesmas yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan sesuai
ketentuan.

Pengangkatan pegawai BLUD Puskemas vang berasal dari non Pegawai
Negeri Sipil dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi ekonomis dan
produlktif dalam peningkatan pelayanan.

Pengangkatan pegawai BLUD Puskemas yang berasal dari non ASN
akan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan vang
berlalu.

Paragraf 4
Dhsiplin pegawai

Pasal 57
Disiplin pegawai dinilai dari  ketataan, kepatuhan, keteraturan,
kesetiaan dan ketertiban vang dituangkan dalam :
a. daftar hadir;
b. laporan kegiatan; dan
c. daftar penilaian pekerjaan pegawai.
Disiplin sebagaimana dimaksud pada avat (1) diatur sesusil dengan
ketentuan yang berlaku.

Paragraf o
Pemberhentian pegawai

Pasal 58

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur menurut peraturan tentang

pemberhentan Pegawai Negeri Sipil.

Pemberhentian pegawai non Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikart :

a. pemberhentian atas permintaan sendin dilaksanakan apabila
pegawal BLUD Puskesmas non Pegawai Negeri Sipil mengajukan
permohonan pemberhentian sebagai pegawai pada masa kontrak
dan atau tidak memperpanjang masa kontrak; dan

b. pemberhentian karena mencapai batas usia yang dipersyaratkan
{58 tahun).
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c. ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian pegawai non PNS

sebagaimana tercantum pada avat (2] diatur sesuai ketentuan yang
berlaku.

Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dapat diberikan apabila
yang bersangkutan melanggar ketentuan vang telah di tetapkan.

Bagian Kesepuluh

Eemunerasi
Pasal 59

Kemunerasi diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan tetap, henorasiam,

insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang diberikan

kepada dewan pengawas, pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas

vang ditetapkan oleh Bupati.

(1)

(2]

(3)

(1

Pasal 60

Pejabat pengelola. dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan
pegawal BLUD Puskesmas dapat diberikan remunerasi sesuai dengan
tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
Hemunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan
kerja wvang dapat berupa gaji,tunjangan  tetap,henerium,
insentif, bonus atau prestasi,pesangon dan/atau pensiun.

Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayvat (1). untuk BLUD
Puskesmas ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah berdasarkan
usulan pemimpin BLUD Puskesmas

Pasal 61

Penetapan remunerasi pemimpin BLUD Puskeamas,

mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:

a. ukuran (size) dan jumlah aset vang di kelola BLUD Puskesmas,
tingkat pelayanan serta produktivitas;

b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis,
kemampuan pendapatan BLUD Puskesmas bersangkutan: dan

d. kinerja Operasional BLUD Puskesmas dengan mutu dan manfaat
bagi masyarakat.
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Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling
banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen| dan remunerasi Permimpin
BLUD Puskesmas,

Pasal 62
Renumerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan
Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas — sebagal imbalan kerja
berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan,
Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut :
a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40%
(empat puluh persen) dan gaji Permimpin BLUD Puskesmas;
b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36%
(biga puluh enam persen| dari gaji Pemimpin BLUD Puskesmas; dan
c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyvak sebesar 15%
(ima belas persen) dari gaji Permmpin BLUD Puskesmas.

Pasal 63
Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 avat (1}, dapat dibitung
berdasarkan indikator penilaian:
pengalaman dan masa kerja (basic index);
ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku [competency index);
resiko kerja (risk index|;
tingkat kegawatdaruratan (emergency index);

jabatan vang disandang (position index}; dan

o B P

hasil/ capaian kerja [performance index).

Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas yang berstatus
Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan
perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil
serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
ayat (2]

Pasal 64

Pejabat pengelola, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas BLUD

Puskesmas vang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh

remunerasi/honorariun  bulan terakhir vang berlaku sejak tanggal
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diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan defintil tentang
jabatan vang bersangkutan.

Pasal 65
Bagi pejabat pengelola BLUD Puskesmas berstatus PNS vang diberhentikan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada avat (1),
memperoleh remunerasi bulan terakhir di BLUD Puskesmas sejak tanggal
diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat
terakhir,

Pasal 66
Sepala biayva vang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas
termasuk honorarium Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan
pada BLUD Puskesmas dan dimuat dalam RBA.

Bagian Kesebelas

Standar Pelayanan Minimal

Pasal 67

(1] Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan
umum yang diberikan oleh BLUD Puskesmas, Bupati menetapkan
standar pelayanan minimal (SPM} BLUD Puskesmas dengan Peraturan
Bupati.

(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat diusulkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas melalui Kepala [Ninas
Kesehatan Kabupaten.

Bagian Kedua Belas

Tarif Layanan

Pasal 68
Tarif lavanan sebagai imbalan atas barang dan/jasa layanan vang diberikan
disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil
per investasi dana yang ditetapkan dangan Peraturan Bupati dalam bentuk
tarif.
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Bagian Ketiga Belas
Pengelolaan Keuangan

Pasal 69
Pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas berdasarkan pada Prinsip
Efektivitas, efisiensi dan produktivitas dengan berazaskan akuntabilitas dan
transparansi.

Pasal 70
Dalam rangka penerapan prinsip dan azas sebagaimana dimaksud Pasal 67,
maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP).

Bagian Keempat Belas
Pendapatan dan Biava
Paragraf 1
Pendapatan

Pasal 71
Struktur Anggaran BLUD, terdiri atas :
a. pendapatan BLUDy,
b. belanja BLUD;
¢. pembiavaan BLUD,

Pasal 72
Pendapatan BLUD Puskesmas bersumber dan :
a, jasa lavanan,
b. hibah;
¢. hasil kerjasama dengan pihak lain;

d. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 73
(1] Pendapatan BLUD vang bersumber dar jasa layanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, berupa imbalan vang diperoleh dari
jasa lavanan yvang diberikan kepada masyarakat.
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Pendapatan BLUD vang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71 huraf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak
terikat yvang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan
pthak lain, sebagaimana dimaksud pada pasal 71 huruf ¢, digunakan
sesual dengan tujuan peruntukanya vang selaras dengan tujuan BLUD
se bagaimana rercantum dalam naskah perjanjian hibah.

Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71 huruf ¢ dapat berupa hasil vang diperoleh dari kerjasama
BLUD,

Pendapatan BLUD vang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71 huruf d berupa pendapatan vang berasal dari DPA
APBD,

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal V1 huruf e, rneliputi:

a. jasa giro;

b. pendapatan bunga

¢. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata nang asing,

d. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari

penjualan dan /atau pengadaan barang dan/atau jasa; dan
e. hasil investasi,

f. Pengembangan usaha.

Pasal 74
Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 avat (6]
huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha dan meningkatkan
layanan kepada masyaralkat.
Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) merupakan bagian
dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan
mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegatan

BLUD.

Pasal 75
Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf a
sampai dengan huruf e, kecuali huruf d, dikelola langsung untuk
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membiayal pengeluaran BLUD sesuai dengan RBA, kecuali vang berasal
dari hibah terikat.

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1| dilaksanakan
melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 76
Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan
pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan
BLUD secara berkala kepada BKAD.
Laparan sebagaimana dimaksud pada avat (1] dengan melampirkan
surat pernyataan tanggung jawab vang ditandatangani oleh pemimpin,
Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung
jawab sebagaimana dimaksud ayat (2}, kepala OFD menerbitkan Surat
Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiavaan untuk
disampaikan kepada BKAD.
Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3], BKAD melakukan
pengesahan  dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan.

Paragraf 2
Belanja dan Biaya

Pasal 77
Belanja Badan Lavanan Umum Daerah (BLUD] terdiri atas :
a. belanja operasi; dan
b. belanja modal.
Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bhuruf a,
mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan
fungsi.
Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja
pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
Belanja rnodal sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf b,
mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset
lainnya yvang memberi manfaat lebih dari 12 [dua beias] bulan untuk
digunakan dalam kegiatan BLUD.
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Beianja modal sebagmmana dimaksud pada avat (4) meliputi belanja
tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan,
belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal T8
Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 70 huruf ¢, terdiri
atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b, pengeluaran pembiavaan,
Pembiavaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) rmerupakan semua
penerimaan yang perlu dibayar kernbali dan/atau pengeluaran yang
akan diterirna kembali, baik pada tahun anggaran vang bersangkutan
maupun pada tahun anggaran berikutnva.

Pasal 79
Penerimaan pembiavaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat
{1} huruf a meliputi ;
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
b. investasi; dan
. penerimaan utang dari pinjaman
Pengeluaran, pembiayaan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 77 ayat
(1} huruf b meliputi :
a. Investasi; dan
b. pembayaran pokok utang/pinjaman.
biaya operasional
d. biaya non operasional

Pasal B0
Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (2) huruf
c, mencakup seluruh belanja vang menjadi beban BLUD dalam rangka
menjalankan tugas dan fungsi.
Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (2)
huruf d, mencakup seluruh belanja yang menjadi beban BLUD dalam
rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungs:.
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Pasal 81
(1) Biava operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1),
terdiri dari:
a. biaya pelayanan, meliputi:
biava pegawai;
biayva bahan;
biava jasa pelavanan;
biaya pemeliharaa;
biaya barang dan jasa; dan

- RS R RO

biava pelayanan lain-lain.
b. Biava umum dan administrasi:
biaya pegawai;

biava bahan;

biava pemeliharaan

biaya barang dan jasa;

3 T - TUR . -

biaya promosi; dan
6. biaya umum dan administrasi lain-lain.

(2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
mencakup seluruh biayva operasional vang berhubungan langsung
dengan kegiatan pelayanan.

[3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yvang tidak berhubungan
langsung dengan kegiatan pelavanan.

Pasgal 82

Hiaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 avat (2) huruf
d, terdiri dari:

a. biaya bunga;

b. biaya administrasi bank;

biaya kerugian penjualan aset tetap;
d. biaya kerugian penurunan nilai,
e. biava non operasional lain-lain.

Pasal 83

Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPTD Puskesmas Tinanggea yvang berasal
dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan
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Belanja Daerah diselenggarakan dan dipertanggungiawabkan sesuai

peraturan perundang-undang.

(1)

(2]

3]

(4]

(3]
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Pasal B4

Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPTD Puskesmas Tinanggea yang
bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain,
dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilaporkan kepada BKAD
setiap triwulan.

Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPTD Puskesmas Tinanggea vang
bersumber darl dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM] Pengesahan yang
dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).

Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menvusun laporan
pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayvaan
BLUD secara berkala kepada BEKAD,

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat [3) dengan melampirkan
surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani cleh pemimpin.
Berdasarkan laporan vang melampirkan  surat  pernyataan
tanggungiawab sebagaimana dimaksud ayvat (4), kepala OFD
menerbitkan surat permintaan pengesahan pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan untuk disampaikan kepada BKAD,

Berdasarkan surat permintaan pengesahan pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan secbagamimana dimaksud avat (5], BKAD melakukan
pengesahan dengan menerbitkan Surat pengesahan Pendapatan,
Belanja dan Pembiayvaan.

Pasal 85
Pengelolaan  belanja BLUD  diberikan  Fleksibilitas  dengan
mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja
vang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang
batas RBAdan DPA vang telah ditetapkan secara definitif.
Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada avat (2] dapat
dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dan
pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf
a, huruf b, huruf ¢, huruf ¢, dan hibah tidak terikat.
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Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2] merupakan
besaran persentase realisasi belanja vang diperkenankan melampaui
anggaran dalam RBA dan DPA.

Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana
dimaksud pada avat (4}, terlebih dahulu mendapat persetujuan kepala
daerah,

Dalam hal tegadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan
usulan tambahan anggaran dari APBD kepada BKAD.

Pasal 86
BLUD Puskesmas dapat melakukan pengeluaran biayva sebagaimana
dimaksud dalam Pasal B4 atas pendapatan vang meleldhi target
pendapatan yang telah ditetapkan.
Kelebihan target pendapatan vang dapat langsung dipergunakan,
didasarkan pada ambang batas Rencana Bisnis Anggaran.
Ambang batas Rencana Bisnis Anggaran sebagaimana dimaksud pada
pasal 84 ayat (2], ditetapkan dengan besaran persentase.
Besaran persente ambang batas sebagaimana di maksud pada pasal 84
ayat (2] memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional.
Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada avat (3), ditetapkan
dalam Rencana Bisnis Anggaran dan DPA-BLUD oleh BKAD.
Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), merupakan kebutuhan vang dapat diprediksi, dapat dicapai,
terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan,

Bagian Kelima Belas
Perencanaan dan Penganggaran
Paragraf 1
Perencanaan
Pasal 87

Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1] mencakup pernyataan
visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana
pencapaian lima tahunan, dan proyeks: keuangan lima tahunan BLUD.
Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai
dasar penyusunan Rencana Bisnis Anggaran dan evaluasi kinerja.
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Paragraf 2
Penganggaran

Pasal 88
BLUD UPTD Puskesmas Tinanggea wajib menvusun Rencana Bisnis
Anggaran tahunan yang berpedoman kepada renstra BLUD.
Penyusunan Eencana Bisnis Anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), disusun berdasarkan:
a. Anggara berbasis kinerja;
b. Standar satuan harga dan
c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapat vang diperkirakan
akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masvarakat,
hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha
lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada avat (2] huruf
a merupakan analisi kegiatan wvang berorentasi pada pencapaian
output denga penggunaan sumber daya secara efesian.
Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf b
merupakan harga satuan setiap unit harang/jasa vang berlaku disuatu
daerah.
Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga
vang ditetapkan oleh Keputusan Bupati Konawe Selatan

Pasal 89

Rencana Bisnis Anggaran merupakan penjabaran lebih lanjut dan program

dan kegiatan BLUD Puskesmas dengan berpedoman pada pengelolaan
keuangan BLUD.

(1]

Pasal 90
Rencana Bisnis Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88,
memuat:
a. Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
b. Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
c. Perkiraan harga;
d. Besaran persentase ambang batas; dan
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e. Perkiraan maju atau forward estimate,

Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1} huruf b, merupakan rencana
anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan vang dinvatakan dalam
satuan uang vang tercermin darl rencana pendapatan, belanja dan
pemayaan.

Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf
¢, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa
setelah memperhitungkan biayva per satuan dan tingkat margin yang
ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan,

Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 90 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan
anggaran bersumber dari pendapatan operasional vang diperkenankan
dan ditentukan dengan memperimbangkan fluktuasi kegiatan
operasional BLUD,

Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1] huruf
e, merupakan perhitungan kebutuhan danauntuk tahun anggaran
berikutnya dari tahun vyang direncanakan guna memastikan
kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi
dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya

Pasal 91
Untuk BLUD UPTD Puskesmas Tinanggea, Rencana Bisnis Anggaran
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 90  disusun  dan
dikonsolidasikan /diintegrasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
RKA beserta RBA sebagaimana di maksud pada ayat (1) disampaikan
kepada BKAD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD.

Pasal 92
BKAD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam
pasal 90 kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan
penelaahan,
Hasil penelashan sebagaimana dimaksud pada avat 1 antara lain
digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk
BLUD.
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Pasal 93

(1} Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta
REBA vang telah di lakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 92 ayat (1) kepada BKAD untuk dicantumkan dalam rancangan
peraturan daerah tentang APBD wang selanjutnya di tetapkan menjadi
Peraturan Daerah tentang APED

(2} Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti
tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

(d] Ketentuan lebih lamut mengenal penyvusunan, pengajuan, penetapan,
perubahan RBA BLUD diatur dengan peraturan Bupati Konawe Selatan

Pasal 94
Rencana Kerja Anggaran wvang telah dilakukan penelaahan oleh TAFD
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 93, disampaikan kepada BKAD untuk
dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 95

(1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah, Pemumpin BLUD UPTD Puskesmas
Tinanggea melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan
menjadi Rencana Bisnis Anggaran definitif.

(2] Rencana Bisnis Anggaran definitif sebagaimana dimaksud pada avat
(1}, disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan
dipakai sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-
BLUD untuk diajukan kepada BKAD.

Pasal 96
BLUD menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang
APBD untuk diajukan kepada BKAD

Pasal 97
BLUD Puskesmas dapat melakukan pergeseran rincian belanja sepanjang
tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk
selanjutnya disampaikan kepada BKAD.
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Pasal 98
DPA BLUD Puskesmas disampaikan kepada Kepala Dinas Keschatan
untuk dikonsolidasikan ke Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Kesehatan,
DPA BLUD sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1), mencakup
antara lain;
a. Pendapatan
b. Belanja
¢. Pembiayaan
BKAD mengesahkan DPA BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
Pengesahan DPA BLUD berpedoman pada peraturan
perundangundangan
Dalam hal DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3], belum
disahkan oleh BEKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang
setinggi-tingginyva sebhesar angka DPA BLUD tahun sebelumnya.

Bagian Keenam Belas
Pelaksanaan Anggaran
Paragraf 1
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 99

BLUD menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk
digjukan kepada BEAD

(1)

{2)

1)

(2]

Pasal 100
DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 memuat pendapatan,
belanja dan pembiayaan,
BKAD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 101
DPA vang telah disahkan oleh BKAD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 99 ayat (2] menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang
hersumber dari APBD.
Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana
dimaksud pada avat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja
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modal dan  belanja barang dan/atau jasa vang mekanismenyva
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
secara berkala sesuai dengan kebutuhan vang telah ditetapkan, dengan
memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:

a. jumlah kas yang tersedia;

b. proveksi pendapatan; dan

¢. proveksi pengeluaran.

Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada avat (1), dengan
melampirkan RBA.

Pasal 102
DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja
vang ditandatangani oleh kepala daerah dan pemimpin
Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
memuat kesangeupan untuk meningkatkan:
a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
b. kinerja keuangan; dan
¢, manfaat bag masyarakat

Pasal 103
Palam  pelaksanaan  anggaran, pemimpin = menyusun laporan
pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan
BLUD secara berkala kepada BKAD.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dengan melampirkan
surat permyataan tanggungiawab yang ditandatangani oleh pemimpin.
Berdasarkan laporan VETIE melampirkansurat pernyataan
tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala SKFPD
menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan untuk disampaikan kepada BKAD,
Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan sebagaimana dimaksud avat (3], BKAD melakukan
pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan,
Belanja dan Pembiavaan.
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Pasal 104

(1} Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin membuka rekening kas
BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya

(2)

bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72 huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf e.

Pasal 105

(1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:

a.
b.

a o

perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;

pemungutan pendapatan atau tagihan;

penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;

pembayaran;

perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
pemanfaatan  swplis  kas  untuk  memperoleh pendapatan
tambahan,

(2) Penermaan BLUD dilaporkan setiap har kepada pemimpin melalui
pejabat keuangan

Pasal 106

Dalam pelaksanaan AnNggaran, BLUD melalkukan

penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:
pendapatan dan belanja;

a.
k.

penerimaan dan pengeluaran;

c. utang dan piutang;

d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan

ekuitas.

Pasal 107

Ketentuan mengenai pelaksanaan angearan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 105, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
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Paragraf 2
Pengelolaan Belanja

Pasal 108
Pengelolaan  belanja  BLUD  diberikan  Fleksibilitas  dengan
mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan,
Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja
yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas
EBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif,
Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan
terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf e,
huruf e, dan hibah tidak terikat.
Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
besaran persentase realisasi belanja vang diperkenankan melampaui
anggaran dalam RBA dan DPA.
Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan kepala
daerah.
Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan
usulan tambahan anggaran dari APBD kepada BEKAD.

Pasal 109
(1} Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 108 avat (2] dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
(2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:

a. kecenderungan/tren  selisih anggaran  pendapatan BLUD
selain APBD tahun beralan dengan realisasi 2 (dua) tahun
anggaran sebelumnya; dan

b. kecenderungan /tren selisih pendapatan BLUD selain APBD
dengan prognosis tahun anggaran berjalan.

(3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada
avat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
(4] Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat

[3) berupa catatan yvang memberikan informasi besaran presentase

ambang batas.
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(5] Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada avat (1)
merupakan kebutuhan vyang dapat diprediksi, dicapai, terukur,
rasional dan dipertanggungjawabkan.

(6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan
apabila pendapatan BLUD sebagaimana Pasal Pasal 71 huruf a, huruf
b, huruf ¢, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang
telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun vang dianggarkan.

Bagian Ketujuh Belas
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 110
(1} Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD Puskesmas yang
bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan vyang
berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
{2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yvang bersumber dari:
a. jasa layanan;
b. hibah tidak terikat;
c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan d. lain-lain
pendapatan BLUD vang sah, diberikan Fleksibilitazs berupa
pembebasan sebagian atau seluruhnya dan ketentuan peraturan

perundang- undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa
pemermtah.

Pasal 111

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) diatur dengan
Peraturan Bupaftl.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1] bertujuan
untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih
bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta
mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung
kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 112
Pengadaan barang dan/atau jasa yvang dananya berasal dari hibah terikat
dilakukan sesuai dengan:
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kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111
sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 113

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
110 ayat (2], dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada avat (1), dapat
berbentuk tim, panitia atau unit yvang dibentuk oleh Pemimpin BLLUD
Puskesmas yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan
pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD,

Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada avat (2), terdini dari
personil  yang  memahami  tatacara pengadaan, substansi

pekerjaan /kegiatan vang bersangkutan dan bidang lain vang diperlukan.

Bagian Kedelapan Belas
Pengelolaan Barang

Pasal 114

BLUD dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

(1)

(2)

Pasal 115

BLUD tidak dapat mengalihkan, memindahtangankan, dan/atau

menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan vang dilakukan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dar

pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai

berikut:

a. penerimaan hasil penjualan aset tetap vang pendanaannya berasal
dari pendapatan BLUD selain dari APBN/APBD merupakan
pendapatan BLUD dan dapat dikelola langsung untuk membiayai
belanja BLUD.

b. penerimaan hasil penjualan aset tetap vang pendanaannyva sebagian
atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD bukan merupakan
pendapatan BLUD dan wajib disetor ke rekening Kas Umum
MNegara/ Daerah.
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|3) Pengalihan, pemindahtanganan, dan/atau penghapusan aset tetap

(4

(S)

(1)

2]

[3)

(1)
(2)

(1)

(2]

(1)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat (2) dilaporkan kepada
Kepala OPD terkait.

Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan vang tidak terkait atau tidak
dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD harus
mendapat persetujuan pejabat vang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset BLUD, diatur oleh
Bupati sesuai dengan kewenangannva,

Bagian Kesembilan Belas
Piutang dan Utang / Pinjaman
Pasal 116
BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa,
dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung
dengan kegiatan BLUD,
BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo,
dilengkapi administrasi penagihan.
Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada
kepala daerah dengan melampirkan bukt yang sah.

Pasal 117
Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada avat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati,

Pasal 118
BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan
operasional dan /atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa
utang/pinjaman jangka pendek atau utang/ pinjaman jangka panjang.
Pagal 119

Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118
ayat (2] merupakan utang/pinjaman yang membenkan manfaat kurang
dari 1 (satu} tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau
yvang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas
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yvang tersedia ditambah proyveksi jumlah penerimaan kas dengan
proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali
utang/pinjaman vang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yvang ditandatangani
oleh pemuimpin dan pemberi utang/pinjaman.

Pembayvaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD

Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 120
BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2] yang telah jatuh tempo.
Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok
sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas vang telah ditetapkan
dalam RBA.

Pasal 121
Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
118 ayat (2] merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat
lebih dari 1 (satu] tahun dengan masa pembayaran kembali atas
utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 {satu] tahun anggaran.
Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada avat (1)
hanva untuk pengeluaran belanja modal.
Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali
utang/ pinjaman vang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biava
lain vang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan
persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang secbagaimana
dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Bagian Kedua Puluh
Kerja Sama

Pasal 122
BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan,
Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan
prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada avat [2)
dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 123
Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122,
meliputi:
a. kerjasama operasional; dan
b. pemanfaatan barang milik daerah.
Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada avat [1) huruf a
dilakulkan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional
secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan
barang milik daerah,
Pemanfaatan barang mihk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah
dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah
status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak
mengurangi kualitas pelayanan umum yvang menjadi kewajiban BLUD.
Pendapatan vang berasal darl pemanfaatan barang milik daerah vang
sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegatan BLUD
vang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
Pemanfaatan harang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
huruf b mengikuti peraturan perundangundangan.
Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dalam bentuk perjanjian.



(1)

12)
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Bagian Kedua Puluh Satu

Investasi

Pasal 124
BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi
pemingkatan  pendapatan dan  peningkatan pelayanan  kepada
masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan
tetap memperhatikan rencana pengeluaran
Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka
pendek.

Pasal 125
Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 avat
(2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan
untuk dimiliki selama 12 (dua belas| bulan atau kurang,
Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat
dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan
memperhatikan rencana pengeluaran.
Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a, deposito pada bankumum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai
dengan 12 |dua belas) bulan dan/atau yvang dapat diperpanjang
secara otomatis; dan
b. surat berharga negara jangka pendek.
Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada avat
(1), meliputi:
a. dapat segera diperjualbelikan /dicairkan;
b. ditujukan untuk mangjemen kas; dan
¢. Instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 126
Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Puluh Dua
Surplus dan Defisit Anggaran
Paragraf 1
Surplus Anggaran
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Pasal 127

Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara

realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun

anggaran.

Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu)

periode anggaran.

Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali

atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau selurubhnya ke
kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana
pengeluaran BLUD,

Pemanfataan sisa lebith perhitungan anggaran BLUD dalam

tahun anggaran berikutnva sebagaimana dimaksud pada ayat (3]

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas,

Pemanfataan =sisa lebith perhitungan anggaran BLUD dalam

tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada avat (3)

vang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui

mekanisme APBD.

Pemanfataan sisa lebth perhitungan anggaran BLUD dalam

tahun anggaran berikutnva sebageimana dimaksud pada ayat (5)

apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului

perubahan APBD.

a. Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6]
mencakup program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat
vang anggarannya belum tersedia dan/fatau belum cukup
anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya vyang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah
dan masvarakat.

Paragraf 2
Defisit Anggaran
Pasal 128

{1} Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan

dengan belanja BLUD.
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(2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan
pembiavaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat
bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

Bagian Kedua Puluh Tiga
Penyelesaian Kerugian
Pasal 129
Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melawan
hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan mengenai penyelesaian kerugian

negara/daerah.

Bagian Kedua Puluh Empat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 130

(1} BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawabhan herupa laporan

keuangan.
2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. laporan realisasi anggaran;

=

laporan perubahan saldo anggaran lebih;
neraca;
laporan operasional;

c.
d.

e. laporan arus kas;

{. laporan perubahan ekuitas; dan
E.

catatan atas laporan keuangan.

{3)] Laporan keuangan BLUD sebapgaimana dimaksud pada ayat (2]
disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

(4] Dalam |hal standar akuntansi pemerintahan  tidak mengatur
jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan
akuntansi.

(5) BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) vang diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah.
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{6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan laporan Kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau
keluaran BLUD,

Pasal 131

(1} Pemimpin menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.

(2] Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1}
disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah
penode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh OPD vang
membidangl pengawasan di pemerintah daerah.

(3] Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada avat (2}
diintegrasikan /dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan OFD,
untuk selanjutnya diintegrasikan /dikonsolidasikan ke dalam laporan
keuangan pemerintah daerah,

(4] Hasil review sebagaimana dimaksud pada avat (2) merupakan
kesatuan darn laporan keuangan BLUD tahunan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 132
Pola Tata Kelola BLUD UPTD Puskesmas Tinanggea tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

i,
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 133
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
05 sEprempes 2022
TAN,

SEEDA k
ASISTEN 1
FAGIS  EEsEHATAM L

DIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo

pada tanggal o5 sEPEMBER 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
mm KONAWE SELATAN,

Y|
Hj. ST. CHADIDJAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 91



LAMPIRAN PERATURAN BUPAT] KONAWE SELATAN

NOMOR a2 TAHUN 2022

TENTANG : POLA TATA KELOLA PENERAPAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TINANGGEA KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan
vang menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas
Kesehatan dan ujung tombak pembangunan kesehatan, Berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 Puskesmas
mempunyai fungsi sebagai penyelenggara Upava Kesechatan Masvarakat
tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama.

Pelayvanan kesehatan masyvarakat adalah pelayanan vang bersifat
publik (public goods) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan
kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan
penyakit dan pemulihan kesehatan, antara lain meliputi promosi kesehatan,
pemberantasan penvakit, penvehatan lingkungan, perbaikan gizi dan
peningkatan Kesehatan keluarga. Sedangkan pelayanan kesehatan
perorangan, vaitu pelayvanan yang bersifat pribadi (private goods|, dengan
tujuan utama penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan
tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit,
baik berupa rawat jalan maupun rawaf inap.

Mengingat beban kerja puskesmas yang berat, pengelolaan
kegiatan vang tidak memberikan keleluasaan bagi puskesmas untuk
menetapkan program dan kegiatan sesual dengan kebutuhan masyarakat
setempat serta tututan puskesmas untuk meningkatkan kinerjanya,
sedangkan sistem pembiayaan masih belum memberikan keleluasaan bagi
puskesmas untuk berupaya dalam peningkatan pelayanan, maka
dipandang perlu untuk mengelola puskesmas secara entepreneur bukan
secara birokratik lagi. Untuk itu Puskesmas periu melakukan perubahan



mendasar sehingga lebih mandiri dan mampu berkembang menjadi lembaga
vang berorientasi terhadap kepuasan pelanggan,

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dimana
memberikan peluang bagi puskesmas untuk menerapkan pela pengelola
keuangan BLUD yvang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaannya.

Dalam rangka menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD perlu
disusun Pola Tata Kelola vang merupakan aturan internal puskesmas
dengan memperhatikan  prinsip-prisip  tranparansi, akuntabilitas,

responsibilitas dan independensi.

PENGERTIAN POLA TATA KELOLA

Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pola tata kelola
merupakan tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang
akan menerapkan BLUD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Selanjutnya dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 79 Tahun 2018 disebutkan bahwa pola tata kelola memuat antara
lain:
. Kelembagaan yang memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi,
tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
Prosedur kerja yang memuat ketentuan hubungan dan mekanisme kerja
antar posisi jabatan dan fungsi.
Pengelompokan fungsi yang memuat pembagian fungsi pelavanan dan
fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk
efektifitas pencapaian,

4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang memuat kebijakan mengenai

C.

pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan
pelavanan kepada masyarakat.

TUJUAN PENERAPAN POLA TATA KELOLA

Pola Tata Kelola yang diterapkan pada Badan Layanan Umum Daerah
Puskesmas bertujuan untuk:
1. Memaksimalkan nilai puskesmas dengan cara menerapkan prinsip



transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi, agar
puskesmas memiliki daya saing vang kuat.

2. Mendorong pengelolaan puskesmas secara profesional, transparan dan
efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian
organ puskesmas.

3. Mendorong agar organ puskesmas dalam membuat keputusan dan
menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yvang
tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial puskesmas
terhadap stakeholder.

4. Meningkatkan kontribusi puskesmas dalam mendukung kesejahteraan
umum masvarakat melalui pelavanan kesehatan,

D. RUANG LINGEUP TATA EELOLA
Ruang lingkup tata kelola Puskesmas meliputi peraturan internal
puskesmas dalam menerapkan BLUD. Tata kelola dimaksud mengatur
hubungan antara organ Puskesmas sebagai UPTD yang menerapkan BLUD,
vaitu Kepala OPD, Pemerintah Daerah, Dewan Pengawas, dan Pejabat
Pengelola serta Pegawai berikut tugas, fungsi, tanggungjawab, kewajiban,
kewenangan dan haknyva masing-masing.

E. DASAR HUKUM POLA TATA KELOLA
Dasar Hukum untuk menyusun Pola Tata Kelola Puskesmas adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum yang diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomeor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah vang telah diubah kedua kalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah.
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f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

F. PERUBAHAN POLA TATA KELOLA
Pola Tata Kelola puskesmas ini akan direvisi apabila terjad:
perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
pola tata kelola puskesmas sebagaimana disebutkan di atas, serta

disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan
organisasi puskesmas serta perubahan lingkungan,

G. SISTEMATIEA
Sistematika penyusunan dokumen tata kelola, sebagai berikut:

Pengantar
BAB | r PENDAHULUAN
BAB Il ; A, KELEMBAGAAN

1. Gambaran Singkat Puskesmas
2. Strulttur Organisasi Dan Tata Laksana

B. PROSEDUR KERJA
C. PENGELOMPOKAN YANG LOGIS
D. PENGELOLAAN 5DM
Bab III : PENUTUP
LAMPIEAN



BAB II
KELEMBAGAAN

A. KELEMBAGAAN
1. GAMBARAN SINGKAT PUSKEESMAS

UPTD Puskesmas Tinanggea merupakan satu-satunva Puskesmas
induk di Kecamatan Tinanggea dan UPTD Puskesmas Tinanggea berada
di wilayah Kelurahan Ngapaaha.

UPTD Puskesmas Tinanggea merupakan Salah satu dand
puskesmas Rawat Inap di wilayah kecamatan Tinanggea di
Rabupaten /Kota Konawe Selatan yang terletak di sebelah Selatan pusat
kota yang berjarak 9 KM dengan jarak tempuh £ 45 menit menggunakan
kendaraan roda empat. UPTD Puskesmas Tinanggea berada di Desa/Kel,
Ngapaaha wilayah Kecamatan Tinanggea. Keadaan geografisnyva adalah
dataran rendah/daerah Pesisir dan sebagian berbukit siklus pergantian
musim hujan dan musim Kemarau rata-rata 6 {enam] bulan. Curah
hujan tertinggi rata-rata pada bulan September sampai dengan Januari,
Suhu udara berada pada 24° - 28° C.

UPTD Puskesmas Tinanggea awalnyva dibangun sesuai standar
Puskesmas non perawatan satu lantai pada tahun 1970 yang kemudian
mengalami renovasi menjadi lantai satu Rawat Inap 1992, selanjutnya
pada tahun 2015 UPTD Puskesmas Tinanggea telah melaksanakan
pelayvanan PONED. direnovasi Gedung menjadi lantai dua pada tahun
2019 yang difungsikan untuk pelayanan UGD dan Rawat Inap.
Selanjutmya pada tahun 2020 dibangun Gedung baru lantai dua vang

difungsikan untuk pelayanan unit rawat jalan dan administrasi.

UPTD Puskesmas Tinanggea ditetapkan menjadi Puskesmas Rawat
Inap tahun 1992 vang ditandai dengan peresmian oleh Kepala wilayvah
Kecamatan Tinanggea dan atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kendari. Selanjutnyva pada tahun 2015 Puskesmas di
tetapkan menjadi menjadi Puskesmas perawatan dan Puskesmas
mampu menyelenggarakan PONED QOleh Kkepala Dinas Kabupaten
Konawe Selatan.

Secara geografis wilavah kerja UPTD Puskesmas Tinanggea berada
di Kecamatan Tinanggea Kabupaten/Kota Konawe Selatan terletak di
daerah pedesaan Pesisir Pantai dengan batas wilayah sebagai berikut.



Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara
Sebelah Timur
Sebelah Barat
Sebelah Selatan

Berbatasan Kecamatan Lalembu
Berbatasan Kecamatan Palangga Selatan
Berbatasan Kabupaten Bombana
Berbatasan Laut Tiworo

UPTD Puskesmas Tinanggea secara administratiil mempunvai wilayah

kerja terdiri dari 22 Desa dan 2 Kelurahan, yaitu :

i ¥

8.

Desa Akuni

Desa Asingi

Desa Bomba-Bomba
Desa Bungin Permai
Desa lalonggasu
Desa Lalowatu

Desa Laonowulu
Desa Lapoa

Desa Lapulu

10. Desa Lasuai

11. Desa Matambawi

12. Desa Matandahi

13. Desa Moolo Indah
14. Kel. Ngapaaha

15. Desa Palotawo

16. Desa Panggoosi
17. Desa Roraya

18. Desa Tatangpe

19. Desa Tolutu Jaya
20, Kel. Tinanggea

21. Desa Torokeku

22 Desa Wadonggo
23, Desa Watumelewe

24, Desa Wundumbolo

Jarak tempuh dari Puskesmas ke desa/Kelurahan terdekat dan terjauh
' 4+ (0 - 15 Km. Jarak Puskesmas ke Kabupaten/Kota : 20 km

Dari jumlah desa tersebut seluruhnya masuk kategori desa

swadaya yang terbagi menjadi 4 Dusun, dengan jarak desa terjauh 10

Km dari pusat kecamatan vang berjarak tempuh 15 menit menggunakan

kendaraan roda empat maupun roda dua.

UPTD Puskemas Tinanggea merupakan Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Konawe Selatan yang bertangung

jawab terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan di wilayah kerja

Puskesmas Tinanggea di Kecamatan Tinanggea. Kecamatan Tinanggea



terletak di wilayah Barat Daya Kabupaten /Kota Konawe Selatan dengan
Jarak t 20 km dan pusat kota Konawe Selatan dengan waktu tempuh
sekitar 30 menit.

Berdasarkan karakteristik wilayah, UPTD Puskesmas Tinanggea
merupakan Puskesmas kawasan Perdesaan, sedangkan berdasarkan
kemampuan penyelenggaraan termasuk dalam kategori Puskesmas
Rawat Inap dengan Fasilitas PONED,

UPTD Puskesmas Tinanggea sesuai dengan Permenkes RI Nomor 43
tahun 2019 tentang Pusat Keschatan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penyvelenggara Upava Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama
di wilayah kerjanya.

2. Penyelenggara Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di
wilayah kerjanya.

UPTD Puskesmas Tinanggea berlokasi di Jl. Poros Tinanggea-
Bombana Kel. Ngapaaha, Kec. Tinanggea Kabupaten/Kota Konawe
Selatan, Email | puskesmastinanggea202 liggmail.com Kode Pos 93385,
dengan wilayah kerja sebanvak 22 desa dan 2 Kelurahan di wilayah
Kecamatan Tinanggea UPTD Puskesmas Tinanggea didukung jejaring
dibawahnya sebanyak 2 Unit Puskemas pembantu [Pustu), 2 Unit
Poskesdes dan 29 Posyandu Balita serta 22 Posyandu Lansia dan PTM
(Pashindu) ditambah jaringan dokter praktek dan lain-lain.

Posisi tersebut merupakan suatu kemudahan bagi Puskesmas
Tinanggea dalam hal melakukan upava pelayanan rujukan ke Fasilitas
Pelavanan Kesehatan (Fasvankes) vyvang lebih tinggi. Puskesmas
Tinanggea vang berada di jalur jalan Provinsi lokasi yang sirategis

memudahkan masvarakat untuk mengakses lavanan kesehatan.

Wilayah kerja Puskesmas merupakan kawasan perdesaan dengan
jumlah penduduk vang relative padat. Hal tersebut karena banyak
pembangunan perumahan yang hingga saat ini masih terus berkembang
terutama di wilayah Kelurahan Tinanggea.

Selain  padatnya pemukiman di  wilayah kerja Puskesmas
Tinanggea, Pada tahun 2017 UPTD Puskesmas Tinanggea meraih
sertifikat Akreditasi Puskesmas dengan Kategori Dasar.

UPTD Puskesmas Tinanggea sebagai Puskesmas Rawat Inap

mempunyal Ruang Pelavanan vaitu:



Ruang Pelayanan Pendaftaran, Administrasi dan Rekam Medis (RPRM)
Ruang Konseling (RK)

Ruang Pemeriksaan Umum (RPU)

Ruang Pemeriksaan MTEBS/Anak (RMTBS)

Ruang Pemeriksaan Gigi (RPQ)

Ruang Laboratorium (RLAR)

maae g

Ruang Imunisasi

= m

Ruang Pelayanan Kesehatan Ibu/Anak dan KB
Ruang Tata Usaha [RTL)

Ruang Pelayanan Farmasi (RPF)

ki

| IS
G

k. Ruang Pelayanan 24 Jam dan Gawat Darurat (RGD)
l. Ruang Eawat Inap (RRI}
m. Ruang Bersalin (PONED)
n. Ruang Vaksinasi: Covid 19
Sebagai fasilitas pelavanan kesehatan strata/tingkat pertama,
puskesmas Tinanggea bertanggung jawab menyelenggarakan Upava
Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama dan Upaya Keschatan
Masyarakat (UKM) tingkat pertama berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,
Upayva Kesehatan Perorangan, vaitu pelayanan yang bersifat
pribadi {private goods), dengan tujuan utama penyembuhan penyakit
dan pemulihan kesehatan perorangan tanpa mengabaikan pemeliharaan
kesehatan dan pencegahan penyakit melalui pelayanan rawat jalan.
Sedangkan Upava Kesehatan Masyarakat adalah pelayvanan vang bersifat
public [public goods) dengan tujuan utama memehhara dan
meningkatkan kesehatan serta mencegah penvakit tanpa mengabaikan
penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
Upava Kesehatan Masyarakat yang menjadi tanggung jawab
Puskesmas Tinanggea meliputi:
a. Upava Kesehatan Masvarakatl Esensial dan Perkesmas
1] Pelayanan Promosi Kesehatan
2] Pelayanan Kesehatan Lingkungan
3} Pelayanan Kesehatan Keluarga
a] Pelaksana Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Balita
b) Pelaksana Deteksi Dini Tumbuh Kembang
¢ Pelaksana Keluarga Berencana
d) Pelaksana Kesehatan Reproduksi Catin



e. Usaha Kesehatan Sekolah j
f. Pengelola kanker serviks
g. Pelayanan Kesehatan Lansia
4) Pelayanan Gizi
5) Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
a. Pencegahan dan Pengendalian Penvakit Tidak Menular
. Posbindu PTM
Pelayanan Terpadu PTM
Pencegahan dan Pengendalian Gangguan Indra

& Lo -

Pelayanan Keschatan Jiwa

b. Pencegahan dan Pengendalian Penyvakit Menular
Pencegahan dan Pengendalian Filariasis

Pencegahan dan Pengendalian Kecacingan

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Dengue/DBD
Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis (Malaria, Rabies
Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Menular Seksual
Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Yang Dapat di Cegah
Dengan Imunisasi (Hepatitis]

9. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tropis (Kusta
10. Pencegahan dan Pengendalian ISPA

11. Pencegahan dan Pengendalian Diare

12. Surveilans.

|

L B

6] Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
b. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

1) Kesehatan Gigi Masyarakat

2] Kesehatan Kerja dan Olah Raga

3} Kesehatan Tradisional

Sedangkan Upava Keschatan Perorangan tingkat pertama yang

menjadi tanggung jawab Puskeamas Tinanggea mehput::
a. Rawat Jalan:

1} Pemeriksaan Umum

2} Pemeriksaan Cigi

3) Pemeriksaan Anak/MTBS

4] Pemeriksaan KIA/KB
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5) Pelayanan Imunisasi
6) Pelayanan Konseling Terpadu
7} Pelayanan Obat
8} Pelayanan Laboratorium
9} Pelayanan informasi dan Pengaduan
b. Pelayanan Gawat Darurat 24 jam
c. Pelayanan Obstetri Neonatal dan emergenci dasar (PONED)
d. Pelayanan Rawat Inap
UPTD Puskesmas Tinanggea juga menyelenggarakan Pelavanan
Rawat Inap juga melaksanakan pelayanan rujukan rawat jalan dan
rujukan Gawat Darurat.

UKM dan UKP vyang dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas
Tinanggea telah dikembangkan melalui berbagai inovasi untuk
menjangkau seluruh masyarakat di wilayah kerja. Beberapa Inovasi UKM
vang telah dikembangkan antara lain :

1} Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
2} PMT-Posyandu

2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan tata
hubungan kerja antar bagian dan garis kewenangan, tanggung jawab
dan komunikasi dalam menyelenggarakan pelayanan dan penunjang
pelayanan.

UPTD Puskesmas Tinanggea merupakan Unit Pelaksana Tekns
Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan vang bertanggung jawab
menvelenggarakan Upava Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan
Masyvarakat tingkat pertama di wilayah kerja Puskesmas Tinanggea
Kecamatan Tinanggea, dimana tata kerjanya diatur melalui Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan

UPTD Puskesmas Tinanggea mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara
paripurma kepada masyarakat di kecamatan Tinanggea sesuai dengan
kedudukan dan/atau wilayah kerja dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan
Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala vang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan,



Struktur organisasi dan uraian tugas puskesmas dalam rangka
penerapan PPK BLUD disajikan dalam dua kondisi, vaitu kondisi
sebelum dan sesudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD,
sebagai berikut:

a. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Sebelum Penerapan BLUD
1) Struktur Organisas
Sebelum penerapan Badan Layanan Umum Daerah (ELUD),

Puskesmas Tinanggea merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan Struktur Organisasi UPTD

Puskesmas Tinangpea berdasarkan Peraturan Bupati Konawe

Selatan MNomor 79 Tanggal 10 Juni 2022 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masvarakat Pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan, dimana dalam struktur

tersebut telah mengakomodasi Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 43 Tahun 2019.

Bagan Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Tinanggea
sebagaimana berikut:
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Crambar 1. Bagan Struktur Organisast UPTD Puskesmas
b. Struktur organisasi UPTD Pusksmas Tinanggea Kabupaten Konawe

Selatan terdiri dari:
1} Kepala Puskesmas
2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang bertanggungjawab membantu
Kepala Puskesmas dalam pengelolaan pelaksana sistim informasi
Puskesmas, pelaksana kepegawaian, pelaksana rumah tangga dan
penanggungjawab  bangunan, prasarana, dan  peralatan
puskesmas, pelaksana keuangan, Terdiri dari:
a| Pelaksana Sistim Informasi Puskesmas
bl Pelaksana Kepegawaian
c) Pelaksana Rumah Tangga dan Penanggungjawab Bangunan,
Prasarana, dan Peralatan Puskesmas
d) Pelaksana Keuangan:
l. Pelaksana Bendahara JKN
2. Pelaksana Bendahara Penerimaan
3. Pelaksana Bendahara Pengeluaran
4, Pelaksana Bendahara BOK
5. Pelaksana Bendahara Jampersal
3) Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan
Perawatan Keschatan Masvaralat (Perkesmas).
Penanggung Jawab Upayva Kesehatan Masyarakat (UKM]
bertanggung jawab membantu Kepala Puskesmas dalam
mengkoordinasikan kegiatan Pelaksana Upaya vang terbagi dalam:
a) Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial
1. Pelaksana Promosi Kesehatan
2. Pelaksana Kesehatan Lingkungan
3. Pelaksana Gizi
4. Pelaksana Kesehatan Keluarga
a. Pelaksana Keluarga Berencana.
b. Usaha Kesehatan Sekolah
c. Pelaksana Kespro catin
d. PKPR
e. SDIDTK
f. Pelayanan Kesehatan Lansia
5. Pelaksana Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
dan Tidak Menular
a. Pelaksana Pencegahan Penvakit Tuberkulosis
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Pelaksana Pencegahan Penyakit Kusta

Pelaksana Imunsasi

Pelaksana surveilans

Pelaksana Penyakit I[SPA

Pelaksana Penyakit Diare

Pelaksana Pencegahan dan Pengendalian Kasus HIV-AIDS
dan IMS3

h. Pelaksana Penyakit Hepatitis

m ™o oA

1. Pelaksana pencegahan dan penanggulangan penyakit
Rabies
j. Pelaksana pencegahan dan penanggulangan penyvakit
DBD
k. Pelaksana pencegahan dan penanggulangan penvakit
Malaria
l. Pelaksana pencegahan dan penanggulangan penvakit
Filaria
m. Posbindu PTM
n. Pelaksana Kesehatan Jiwa
0. Pelaksana Kesehatan Indra
6. Pelaksana Perawatan Keschatan Masyvarakat
bl Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan
1. Pelaksana Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat
2. Pelaksana Keschatan Tradisional dan Komplementer
3. Pelaksana Kesehatan Kerja dan Olah Raga
4) Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perorangan (UKP),
Kefarmasian dan Laboratorium:
a) Penanggung Jawab Ruang Scrining Awal, Pendaftaran,
Administrasi dan Rekam Medis
b) Penanggung Jawab Ruang Pemeriksaan Umum
c] Konseling Terpadu
d] Penanggung Jawab Ruang Pemeriksaan MTBS/Anak
e] Penanggung Jawab Ruang Pemeriksaan Gigi
fi Penanggung Jawab Ruang Pelayanan Kesehatan |bu, Anak,
Keluarga Berencana dan lmunisasi
gl Penanggung Jawab Ruang Pelavanan Farmasi
h] Penanggung Jawab Ruang Laboratorium
i) Penanggung Jawab Ruang UGD 24 Jam
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i} Penanggung Jawab Rawat Inap
k} Penanggung Jawab PONED
3) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan .Jejaring
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasvankes)
a) Puskesmas Pembantu
Penanggung Jawab Puskesmas Pembantu 2
b} Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdesa)
Penanggung Jawab Ponkesdes 3
¢ Penangpung Jawab Jejaring Fasilitas Pelavanan Kesehatan
¢. Hubungan Antar Struktur Organisasi
1} Kedudukan Srukitur Organisasi Puskesmas dengan Dinas
Kesehatan Puskesmas Tinanggea berkedudukan sebagai Unit
Pelaksana Teknis di bawah Organisasi Perangkat Daerah Dinas
Kesehatan., Sebagai unsur pelaksana teknis, UPTD Puskesmas
Tinanggea melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau
kematan teknis penunjang tertenti.
Kegiatan teknis operasional UPTD Puskesmas secara langsung
berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Kegiatan teknis
penunjang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas
organisasi induk yaitu Dinas Kesehatan dengan gambaran
hubungan sebagai berikut:
al Sekretariat Dinas Kesehatan
Dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas meliputi
administrasi dan kepegawaian, pengelolaan sarana prasarana,
dan pengelolaan keuangan.
b Bidang Pelayanan Kesehatan
Dilaksanakan oleh Penanggung Jawab dan pelaksana UKP,
kefarmasian dan laboratorium serta penanggung jawab
jaringan dan jejaring puskesmas
c) Bidang Kesehatan Masyarakat
d) Dilaksanakan oleh Penanggung Jawab dan pelaksana UKM
esensial dan UKM pengembangan Puskesmas
e| Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
fi Dilaksanakan oleh Penanggung Jawab dan pelaksana UKM
esensial dan UKM pengembangan Puskesmas
gl Bidang Sumber Dayva Keschatan
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Dilaksanakan oleh penanggung jawab sarana prasarana alat
kesehatan, penanggung jawab kepegawaian dan penanggung
jawab kefarmasian.
Sebagal Unit Pelaksana Teknis, Kepala Puskesmas
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.

2| Kedudukan Kepala Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kepala UPTD Puskesmas berwenang memberikan penugasan
kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan pegawal puskesmas
lainnya. Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab
langsung terhadap Kepala UPTD Puskesmas. Penanggung jawab
dan pelaksana UKM esensial dan pengembangan, penanggung
jawab dan pelaksana UKP, kefarmasian dan laboratorium serta
penanggung dan pelaksana jaringan dan jejaring puskesmas
bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD Puskesmas.

3] Kedudukan Penanggung Jawab dan pelaksana teknis kegiatan
Penanggung jawab UKM esensial dan UKM pengembangan
berkedudukan sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan UKM
esensial dan pengembangan.

Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium
berkedudukan sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan UKP dan
penunjang.

Penanggung jawab jejaring dan jaringan puskesmas berkedudukan
sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan pembinaan jejaring di
wilayah kerja puskesmas dan pelaksanaan jaringan pustu dan
ponkesdes di wilayah kerja puskesmas,

Penanggung jawab dan pelaksana UKM, UKP dan jaringan berada
dalam garis koordinasi untuk menggkoordinasikan masing-masing
kegiatan secara lintas program.

4) Tugas Pokok dan Fungsi:
al] Kepala UPTD Puskesmas

Kepala UPTD Puskesmas berada dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala [Dinas Kesehatan dan secara
operasional bertanggung jawab kepada Camat di wilayah
kerjanya.

Kapala UPTD Puskesmas  memiliki tugas  pokok
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan
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di wilayah kerjanva dan melaporkan kepada Kepala Dinas

Kesehatan,

Fungsi Kepala UPTD Puskesmas adalah :

1. Menggerakkan pembangungan berwawasan keschatan

2. Melaksanakan pemberdayaan keschatan masyvarakat

3. Melaksanakan pelavanan Kkesehatan tingkat pertama
meliputi UKM dan UKP

4. Melaksanakan pengelolaan keuangan

2. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pelayanan kesehatan di wilayah kerja

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala
Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnva

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh tenaga struktural Kepala

Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha memililki tugas pokok

melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan, umum dan

kepegawaian serta perencanaan, pencatatan dan pelaporan dan

melaporkan kepada Kepala UFTD Puskesmas.

Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat dan

Perkesmas

UKM dan perkesmas dilaksanakan oleh tenaga medis,

paramedis dan tenaga keschatan fungsional lainnya yang

dikoordinir oleh Penanggung Jawab UKM dan Perkesmas.

Penanggung Jawab UKM dan  Perkesmas  bertugas

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan UKM dan Perkesmas dan

bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.

Penanggung Jawab Upayva Kesehatan Perorangan, Kefarmasian

dan Laboratorium

UKP, Kefarmasian dan Laboratorium dilaksanakan oleh tenaga

medis, paramedis, dan tenaga kesehatan fungsional lain sesuai

bidang keahliannva vang dikoordinir oleh Penanggung Jawab

UKP, Kefarmasian dan Laboratorium.

Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

bertugas mengkoordinasikan kegiatan pelayanan UKFP dan

bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.



e] Penanggung Jawab Jaringan Pelavanan dan Jejaring Fasyankes

Jaringan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas
dilaksanakan oleh tenaga fungsional paramedis dan struktural
adminstratif vang dikoordinir oleh Penanggung Jawab Jaringan
Pelayanan dan Jejaring Fasyankes yang bertanggung jawab
kepada Kepala UPTD Puskesmas.
Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan dan Jejaring Fasvankes
memiliki tugas pokok mengkoordinasikan pelayanan kesehatan
di  jejaring pelavanan  Pustu  dan Ponkesdes, serta
mengkoordinasikan  kegiatan  pembinaan  pada  jejaring
Fasyankes di wilayah kerja Puskesmas dan bertanggung jawah
kepada Kepala UPTD Puskesmas.

fj Puskesmas Pembantu

Puskesmas Pembantu dipimpin oleh seorang penanggungiawaly
Puskesmas Pembantu vyvang merupakan tenaga fungsional
Paramedis.
Penanggunglawah Puskesmas Pembantu bertugas
mengkoordinasikan kegiatan pelavanan kesehatan di wilavah
kerja Pustu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD
Puskesmas.

g Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes)

Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) dipimpin oleh seorang
penanggungiawab Ponkesdes vang merupakan tenaga
fungsional Paramedis.

Penanggunglawab Ponkesdes bertugas mengkoordinasikan
pelaksanaan pelayanan kesehatan di wilavah kerja dan secara
teknis bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas dan
secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

5} Uraian Tugas

Uraian tugas masing-masing struktur vang terdapat dalam bagan

organisasi seperti diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

a) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas:

1. Menyvusun rencana kegiatan /rencana kerja UPTD.

2. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis UPTD,

3. Menyusun dan menetapkan kebijakan operasional dan
kinena UPTD.
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Menyvusun dan menetapkan kebijakan mutu pelayanan
UPTD.

. Melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan tingkat

pertama.

Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat
pertama.

Melaksanakan pembinaan kesehatan masvarakat,

8. Melaksanakan kegiatan manajemen Puskesmas.

Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma,
standart, pedoman dan petunjuk operasional di bidang
pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan masyarakat.

10. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kegmatan UPTD.

Kepala Sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas:

1.
8

Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.
Menyiapkan bahan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang
pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan
masyarakat.

. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan

pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

operasional di bidang pelavanan kesehatan dasar dan
pelavanan kesehatan masyarakat.

. Menyusun Pedoman Kerja, Pola Tata Kerja, Prosedur dan

Indikator Kerja Puskesmas.

Melaksanakan admimistrasi keuangan, kepegawailan, surat
menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan,
kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan
masyarakat.

Melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional di
lingkungan UPTD.

. Melaksanakan kegiatan mutu administrasi dan manajemen

UPTD.
Menyvusun laporan kinerja dan laporan tahunan UPTD.

9, Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.
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Penanggung jawab UKM

1.
&,

4.

Mengkoordinasikan kegiatan UKM UPTD Puskesmas.
Melakukan monitoring/pemantauan pelaksanaan kegiatan,
kepatuhan prosedur dan analisis kegiatan UKM.

. Melakukan evaluasi capaian kinerja dan mutu kegiatan

UKM.
Melaporkan kepada Kepala UPTD Puskesmas.

Penanggung jawab UKP

1,
2.

4.

Mengkoordinasikan kegiatan UKP UPTD Puskesmas.
Melakukan monitoring/ pemantauan pelaksanaan
pelayanan, kepatuhan prosedur dan analisis kegiatan
pelavanan UKP.

. Melakukan evaluasi capaian kinerja dan mutu pelayanan

UKP.
Melaporkan kepada Kepala UPTD Puskesmas.

Penanggung jawab Jaringan dan Jejaring

1.

5.

Mengkoordinasikan kegiatan UKM dan UKP di jaringan
pelayanan keschatan.

. Melakukan monitoring/pemantauan pelaksanaan kegiatan

UKM dan UKP, kepatuhan prosedur dan analisis kegiatan
UKM dan UKP di jaringan pelayanan kesehatan.

Melakukan evaluasi capaian kinerja dan mutu UKM dan
UKP di jaringan pelayanan kesehatan.

. Melakukan monitoring dan evaluasi pelavanan kesehatan di

jejaring pelayanan keschatan.
Melaporkan kepada Kepala UPFTD Puskesmas.

Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan

1.

Menyiapkan bahan, dokumen, kebijakan dan hasil kegiatan
dalam penvusunan perencanaan  kegiatan UPTD
Puskesmas/ Perencanaan Tingkat Puskesmas.

. Menyvusun Pedoman Kerja, Prosedur Kerja dan Kerangka

Acuan Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan.
Melakukan analisis bahan perencanaan kegiatan.

4. Menyvusun Rencana Usulan Kegiatan dan Rencana

Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas.
Menyusun evaluasi dan laporan hasil kegiatan.
Melaporkan kepada Kepala UPTD Puskesmas.
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g) Pelaksana Keuangan

1.

Menyviapkan bahan, dokumen dan kebijjakan perencanaan
keuangan.

. Menvusun Pedoman Kerna, Prosdeur Kema dan Kerangka

Acuan Kegiatan pengelolaan keuangan.

. Menyusun perencanaan kegiatan pengelolaan keuangan.

4, Melaksanakan kegatan pengelolaan dan

5.
.

pengadministrasian keuangan,
Menyusun evaluasi, analisis dan laporan keuangan.

Melaporkan kepada Kepala UPTD Puskesmas.

h) Pelaksana Umum dan Kepegawaian

2

8.

Menyiapkan bahan, dokumen dan kebijakan perencanaan
kepegawaian, sarana prasarana dan adminstrasi umum.

. Menyusun Pedoman Kerja, Prosedur Kerja dan Kerangka

Acuan Kegiatan kepegawaian, sarana prasarana dan
administrasi umum.
Menyusun perencanaan kegiatan pengelolaan kepegawaian,

sarana prasarana dan administrasi umum.

. Melaksanakan kegiatan pelavanan kepegawalan dan

administrasi umum,

Melakukan analisis kepegawalan, sarana prasarana dan
administrasi umum,

Menvusun Rencana Usulan EKematan dan Rencana
Pelaksanaan Kegiatan kepegawaian, sarana prasarana dan
administrasi umum.

Melakukan evaluasi dan laporan kepegawaian, sarana
prasarana dan administrasi umum.

Melaporkan kepada Kepala UPTD Puskesmas.

i) Pelaksana UKM

1.

Menyviapkan bahan, dokumen dan kebijjakan perencanaan
kegiatan UKM,

2. Menvusun Pedoman Kerja dan Prosedur Kerja UKM.
3. Menyusun perencanaan kegiatan UKM, Rencanan Usulan

Kegiatan, Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Kerangka
Acuan Kegiatan UKM,
Melaksanakan evaluasi hasil kegiatan,
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Jl  Penanggungjawab Ruang UKP

L.
2,

Mengkoordinasikan kegiatan pelavanan di ruang pelavanan.
Menyiapkan bahan, dokumen dna kebijakan perencanaan
kegiatan pelayvanan,

. Menyusun pedoman kerja ruang pelayvanan dan prosedur

kerja pelayanan.

Menyusun rencana kebutuhan sarana kerja, alat kerja dan
bahan kerja.

Melaksanakan pemenuhan indikator mutu, kinerja dan

evaluasi hasil kegiatan pelayanan.

k] Pelaksana Pelayanan UKP

1.
2.

Menyiapkan bahan dan alat kerja pelayanan.

Melaksanakan kegiatan pelavanan sesuai dengan prosedur
vang berlaku,

. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan

pelavanan.
Melaporkan hasil kematan kepada Penanggung Jawab
pelayanan.

] Penanggungjawab Pustu dan Ponkesdes

Menviapkan bahan, dokumen dan kebijakan perencanaan
kegiatan pelayanan.

2. Menvusun Pedoman Kerja dan Prosedur Kerja.

3. Menyusun perencanaan kegiatan, Rencanan Usulan

4,
3.
6.

Kegiatan, Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Kerangka
Acuan Kegiatan.

Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan.

Melaksanakan evaluasi hasil kegiatan.

Melaporkan kepada Kepala UPTD Puskesmas,

m) Pelaksana Pelavanan Pustu dan Fonkesdes

1.
2,

3.
4,
d. Struktur

Menviapkan bahan dan alat kerja kegiatan.

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur yang
berlaku.

Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan.
Melaporkan hasil kegiatan kepada Penanggung Jawab,
Organisasi, Pembina dan Pengawas serta Uraian Tugas

Setelah Penerapan BLUD



1} Struktur Organisasi

Dalam rangka penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),
organisasi Puskesmas perlu disesuaikan berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah.
Susunan organisasi dalam penerepan pola pengelolaan keuangan,
Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah terdiri dari:
a] Pemimpin BLUD
b} Pejabat Keuangan
c} Pejabat Teknis
Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati/Walikota. Pemimpin BLUD Puskesmas bertanggung
jawab terhadap Bupati/Walikota, sedangkan Pejabat Keuangan
dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD
Puskesmas.

STRUKETUR ORGANISASI BLUD UPTD PUSKESMAS TINANGGEA
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CGambar 2. Bagan Struktur Organisasi BLUD UPTD Puskesmas Tinanggea

2) Uraian Tugas Penjabat Pengelola
Dari bagan tersebut terlihat bahwa struktur organisasi BLUD
UPTD Puskesmas KabupatenKonawe Selatan terdini dar:
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a) Pemimpin BLUD dijabat oleh Kepala UPTD Puskesmas
b} Pejabat Keuangan dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha
¢] Pejabat Teknis dijabat oleh Penanggung .Jawab Pelayanan
Keschatan vang terdin dan:
l. Penanggung jawab Pelayanan Kesehatan Perorangan,
kefarmasian dan laboratorium meliputi:
al] Ruang Scrining awal, Pendaftaran, Administrasi dan
Rekam Medis
b} Ruang Pemeriksaan Umum
¢) Ruang Konseling Terpadu
d} Ruang Pemeriksaan MTBS / Anak
e} Ruang Pemeriksaan Gigi
fi Ruang Pelayanan Kesehatan lbu, Anak, Keluarga
Berencana
gl Ruang Imunisasi
h] Ruang Pelayvanan Farmasi
1} Ruang Laboratorium
]! Ruang Pelayanan 24 Jam dan Gawat Darurat
k) Ruang Rawat Inap
Iy Ruang PONED
2. Penanggung Jawab Pelavanan Kesehatan Masyarakat meliputi:
a) Upava Kesehatan Masyvarakat (UKM) Esensial
b} Pelaksana Promosi Kesehatan
c] Pelaksana Kesehatan Lingkungan
d) Pelaksana Giz
e| Pelaksana Kesehatan [bu, Anak dan Keluarga Berencana
1. Pelaksana Deteksi Dini Tumbuh Kembang
2. Pelaksana Keluarga Berencana
3. Pelaksana kesehatan Reproduksi
fj Pelaksana Pencegahan dan Pengendalian Penvakit
g] Pelaksana Pencegahan Penvakit Tuberkulosis
h) Pelaksana Pencegahan Penvalat Kusta
1] Pelaksana Imunisasi
i} Pelaksana Pencegahan Penyvakit HIV-AIDS
k} Pelaksana Pencegahan Penyakit Hepatitis
l} Pelaksana Surveilans
m| Pelaksana Pencegahan Penyakit [SPA
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n) Pelaksana Pencegahan Penyakit Diare
o} Pelaksana pencegahan dan penanggulangan penyakit
bersumber bimatang (P2BB|, misalnya ; Rabies, Malaria,
DBD.
p) Pelaksana Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM)
q) Pelaksana Kesehatan Jiwa
r} Pelaksana Perawatan Kesehatan Masyaralkat
s Upava Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan
1. Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah
2. Pelaksana Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat
3. Pelaksana Kesehatan Tradisional dan
Komplementer
4. Pelaksana Kesehatan Kerja dan Olah Raga
5. Pelaksana Kesehatan Indera
3. Penangung jawab Jaringan pelayanan dan jejaring fasilitas
pelavanan kesehatan terdiri atas:
a) Puskesmas Pembantu
b) Ponkesdes
c) Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan
Perubahan lainnya dari struktur organisasi UPTD Puskesmas
Kabupaten Konawe 3elatan vang perlu disesuaikan dengan
ketentuan dalam penerapan BLUD adalah sebagail berikut:
a. Penyebutan Pejabat Pengelola BLUD disesuaikan dengan
nomenklatur pemerintah daerah setempat, sebagai berikut:
1. Kepala UPTD Puskesmas sebagai Pemimpin BLUD,
2, Pejabal Keuangan direpresentasikan dengan jabatan Kepala
Sub Bagian Tata Usaha
3. Pejabat Teknis  direpresentasikan dengan jabatan
Penanggung Jawab Upava
b. Pemimpin BLUD dapat membentuk Satuan Pengawasan [ntern
(3P} dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan dan
pengendalian intermal Puskesmas terhadap kinerja pelayanan,
keuangan dan  pengaruh  lingkungan  sosial  dalam
menyelenggarakan Praktik Bisnis vang Sehat. Satuan Pengawas
Internal dapat direpresentasikan dengan Tim Manajemen Mutu
Puskesmas.
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c. Adanya penambahan fungsi dalam penatausahaan keuangan

BLUD yaitu fungsi akuntansi, verifikasi dan pelaporan.
b. Pembina dan pengawas terdiri dari:

1. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan
Pembina teknis BLUD Puskesmas adalah Kepala Dinas
Kesehatan sedangkan pembina keuangan adalah Kepala Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).

2. Satuan Pengawas Internal
Satuan Pengawas Internal berkedudukan langsung di bawah
permnimpin BLUD,

3. Dewan Pengawas
Pembentukan Dewan Pengawas dilakukan apabila Puskesmas
telah memenuhi persyaratan tentang Dewan Pengawas vaitu:
a) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (oga) orang

apabila:

1} realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2
(dua) tahun terakhir sebesar, Rp 30.000.000.000,00(tiga
puluh miliar rupiah sampai dengan Rp
100.000.000.000,00(seratus miliar rupiah}; atau

2] nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Ep
1.50.000.000.000,00 [ sertaus lima puluh miliar rupiah)
sampai dengan Ep 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiahj.

b) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banvak 5 (lima) orang
apahila:

1) realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2
fdua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp
100.000.000.000,00(seratus miliar rupiah); atau

2} Nilai aset menurut neraca 2 (duaj tahun terakhir, lebih besar
dari Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiahj.

3| Tata Laksana
al] Dewan Pengawas

Dewan Pengawas BLUD adalah satuan fungsional vang

bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan dan

pengendalian  internal terhadap pengelolaan BLUD yvang
dilakukari oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan
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peraturan perundang-undangan, Dewan Pengawas dibentuk

dengan keputusan Kepala Daerah.

1. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas
a. Keanggotaan Dewan Pengawas

Anggota Dewan Pengawas yang berjumlah 3 (tiga) orang

dapat terdiri dari unsur-unsur;

1) 1 (satu] orang pejabat Dinas Kesehatan vang
membidangi Puskesmas;,

2) 1 (satu) orang pejabat Pendapatan, Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah;

3] 1 (satu] orang tenaga ahli yvang sesual dengan
kegiatan BLUD Puskesmas.

b. Anggota Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang
dapat terdiri dari unsur-unsur:

1) 2 (dua) orang pejabat Dinas Kesehatan vyang
membidangl Puskesmas,

2] 2 (dua) orang pejabat Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah,

3] 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesual dengan
kegiatan BLUD Puskesmas.

2. Tenaga ahli dapat berasal dari tenaga profesional atau
perguruan tinggl vang memahami tugas fungsi, kegiatan dan
lavanan BLUD Puskesmas.

3. Anggota Dewan Pengawas dapat diangkat menjadi anggota
Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.

4. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah
pengangkatan Pejabat Pengelola.

9. Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan
Pengawas, vaitu;

a. Sehat jasmani dan rohani,

b. Memiliki keahlian, integritas,  kepemimpinan,
pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi
yvang tinggl untuk memajukan dan mengembangkan
BLUD;

c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;,

d. Memiliki pengetahuan yvang memadail tugas dan fungs
BLUD;
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. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan

tugasnyva;
Berijazah paling rendah 3-1;

. Berugia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
.Tidak pernah menjadi angpota Direksi, Dewan

Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah

menyebabkan badan usaha vang dipimpin dinyvatakan
pailit;

. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

. Tidak sedang menjadi pengurus partal politk, calon

kepala daerah atau calon wakil kepala daerah,
dan/atau calon anggota legislatif.

. Masa Jabatan Dewan Pengawas

i,

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan
selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk
satu kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia
paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

. Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah

berusia paling tinggi 60 (enam puluh] tahun, Dewan

Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali

untuk 1 {satu) kali masa jabatan berikutnyva.

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupat

karena:

1} Meninggal dunia;

2) Masa jabatan berakhir;

3) Diberhentikan sewaktu-waktu,

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf ¢, karena:

1} tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik:

2] ddak melaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan:

3) terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD
Puskesmas;

4] Dinvatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5 Mengundurkan diri;
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6} Terlibat dalam tindakan kecurangan  yang
mengakibatkan kerugian pada BLUD Puskesmas,
negara dan fatau daerah,

7. Sekretaris Dewan Pengawas

a. Bupati Kabupaten Konawe Selatan dapat mengangkat
Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung
kelancaran tugas Dewan Pengawas,

b. Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota
Dewan Pengawas.

8. Biaya Dewan Pengawas

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas

Dewan Pengawas termasuk honorarium Anggota dan

Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD

Puskesmas dan dimuat dalam Eencana Bisnis Anggaran,

9. Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas

Dewan Pengawas memiliki tugas:

a. Memantau perkembangan kegiatan BLUD;

Menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan

BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian

untuk ditindaklanmjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;

c. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian
kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal
pemerintah;

d. Memberikan nasehar kepada Pejabat Pengelola dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya;

e. Memberikan pendapat dan SAran kepada
Bupati/Walikota mengenai:

1} RBA vang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;

2] Permasalahan vang menjadi kendala dalam
pengelolaan BLUD; dan

3] Kinerja BLUD.

f. Penilaian kinerja keuangan diukur paling sedikit
meliputi:

1] Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dar layanan
yang diberikan (rentabilitas);

2] Memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);

3] Memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
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4] Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk
membiayai pengeluaran.

Penilaian kinerja non keuangan diukur paling sedikit

berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal

pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan;

. Dewan Pengawas melaporkan tugasnva kepada Kepala

Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam

satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

bl Pemimpin BLUD
Dengan mengacu pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Kepala UPTD Puskesmas
Tinanggea. bertindak sebagai Pemimpin BLUD Puskesmas.

1. Pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin BLUD

;B

Pemimpin BLUD Puskesmas diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala Daerah Kabupaten Konawe
selatan

Pemimpin BLUD Puskesmas bertanggung jawab kepada
Kepala Daerah.

Pemimpin BLUD diangkat dari pegawai negeri sipil
dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,
sesuail dengan ketentuan perundang-undangan.

BLUD Puskesmas dapat mengangkat pemimpin BLUD
dari profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan,
profesionalitas, kemampuan keuangan dan
berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktfl
dalam meningkatkan pelayanan.

Pemimpin BLUD Puskesmas vang berasal dari tenaga
profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak
atau tetap.

Pemimpin BLUD Puskesmas dari tenaga profesional
lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5
[lima) tahun dan dapat diangkat kembali untk 1 (satuj
kali periode masa jabatan berikutnya jika paling tingg
berusia 60 (enam puluh) tahun.

Standar Kompetensi Pemimpin BLUD Puskesmas

1) Beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha
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2| Berijazah  setidak-tidaknya Strata Satu ([5-1)
dibidang Kesehatan,

Jd) Sehat jasmani dan rohani.

4) Mampu memimpin, membina, mengkoordinasikan
dan mengawasi kegiatan Puskesmas dengan
seksama.

3] Mampu melakukan pengendalian terhadap tupas
dan kegiatan Puskesmas sedemikian rupa sehingga
dapat berjalan secara lancar, efektif, efisien dan
berkelanjutan.

6] Cakap menyusun kebijakan strategis Puskesmas
dalam meningkatkan pelavanan kesehatan kepada
masyarakat.

7) Mampu merumuskan visi, misi, dan program
Puskeamas yang jelas dan dapat diterapkan,
diantaranva meliputi:

a) Peningkatan kreativitas, prestasi, dan akhlsk
mulia insan Puskesmas.
b) Penciptaan suasana Puskesmas vang asri, aman,
dan indah.
) Peningkatan kualitas tenaga medis, paramedis
dan non medis puskesmas.
d] Pelaksanaan efektivitas, efisiensi, dan
akuntahilitas program.
2. Fungsi Pemimpin BLUD
Sesual dengan Pasal 8B ayat (2] Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 79 tahun 2018, Pemimpin BLUD mempunyai
fungsi secbagal penanggung jawab umum operasional dan
keuangan di Puskesmas. Pemimpin BLUD bertindak selaku
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA}/Kuasa Pengguna Barang
Puskeasmas.
Dalam hal pemimpin BLUD tidak berasal dari Pegawai
MNegeri Sipil maka pejabat keuangan ditunjuk sebagai Kuasa

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengeunan Barang.
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3. Tugas Pemimpin BLUD

a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi,
mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan
kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;

b. Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta
kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah
ditetapkan Kepala Daerah;

c. Menyusun Rencana Strategis;

d. Menyiapkan RBA;

e. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis
kepada kepala daerah sesual dengan ketentuan;

f. Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan
BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan;

g. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD vang
dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis,
mengendalikan  tugas pengawasan internal, serta
menyvampalkan dan mempertanggunjawabkan kinerja
operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah;

h. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai
kewenangannya.

¢} Pejabat Keuangan

Dengan mengacu pada Pasal 10 Peraturan Mentern
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Kepala Sub Bagian Tata
Usaha bertindak sebagai Pejabat Keuangan dan berfungsi
sebagal penanggung jawab keuangan puskesmas vang meliputi
fungsi berbendaharaan, fungsi akuntansi, fungsi verifikasi dan
pelaporan.
1. Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Keuangan

a. Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala Daerah Kabupaten Konawe
Selatan

b. Pejabat Keuangan bertanggung jawab kepada Pemimpin
BLUD Puskesmas.
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Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugasnva
dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran,

. Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan dan

Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai

Neger Sipil.

aStandard Kompetensi:

1} Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

2} Berijazah setidak-tidaknya D3.

3} Sehat jasmani dan rohani,

4} Cakap melaksanakan tugas sesual dengan fugas
pokokdan fungsi jabatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.

a3} Mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi
kepegawaian.

&) Mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi
perkantoran.,

7} Mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi
barang,

8} Mempunvai kemampuan melaksanakan administrasi
rumah tangga.

9 Mempunyai kemampuan melaksanakan administras

penyusunan program dan laporan

2. Tugas Pejabat Keuangan BLUD

Selain melaksanakan tugas sebagai Kepala Sub Bagian

Tata Usaha, Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas memiliki

tugas sebapai berikut:

a.

o
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Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;

. Mengoordinaskan penyusunan RBA;

Menyviapkan DPA;

. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;

Menyelenggarakan pengelolaan kas;
Melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;

. Menyvusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah

yang berada di bawah penguasaannya;

Menyelenggarakan akuntans: dan penyusunan laporan

keuangan; dan
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1. Tugas lainnya vang ditetapkan oleh kepala daerah

dan/atau penimpin BLUD sesuai dengan

kewenangannya.

d) Pejabat Teknis.

Dengan mengacu pada Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Koordinator Pelavanan
Kesehatan bertindak sebagai Pejabat Teknis dan berfungsi
sebagal penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di
bidangnya.

1. Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Teknis

a,

Pejabat Teknis BLUD diangkat dan diberhentikan oleh
kKepala Daerah.

Pejabat Teknis bertanggpung jawab kepada Pemimpin
BLUD.

Pejabat Teknis BLUD dapat terdiri dari pegawai negeri
sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

. BLUD Puskesmas dapat mengangkat Pejabat Teknis

BLUD dan profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan,
profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan
prinsip efisiensi, ekonomis dan produktf dalam
meningkatkan pelayanan.

Pejabat Teknis BLUD Puskesmas yang berasal dari
tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara
kontrak atau tetap.

Pejabat Teknis BLUD Puskesmas dari tenaga profesional
lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5
{ima) tahun dan dapat diangkat kembali untk 1 (satu]
kali periode masa jabatan berikutnya jika paling tinggi
berusia 60 (enam puluh) tahun.

Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Teknis BLUD
yang berasal dari pegawai negen sipil disesuaikan dengan
ketentuan perundangan-undangan di bidang
kepegawaian.

. Penpangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat

Teknis BLUD ditetapkan berdasarkan kompetensi dan
kebutuhan praktik bisnis yang sehat. Kompetensi
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merupakan kemampuan dan keahlian vang dimiliki oleh
Pejabat Teknis BLUD berupa pengetahuan, keterampilan
dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan
tugas. Kebutuhan praktik bisnis yvang sehat merupakan
kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan
kualifikasi dengan kemampuan keuangan BLUD.

2. Standar Kompetensi:

a.
b.

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
Berjjazah setidak-tidaknya D3.

c. Sehat jasmani dan rohani.

. Cakap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi jabatan sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku,

Menguasai secara umum tentang segala fasilitas dan
pelayanan UPTD Puskesmas.

Menguasai pedoman pelayanan, prosedur pelayvanan dan
standar pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.
Memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan mutu
pelavanan Puskesmas.

3. Tugas Pejabat Teknis
Selain  melaksanakan tugas koordinasi pelaksanaan

pelavanan medis dan pelaksanaan pelavanan kesehatan

masyarakat, tugas Pejabat Teknis berkaitan dengan mutu,

standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas SDM dan

peningkatan sumber dava lainnya. Adapun Pejabat Teknis

BLUD Puskesmas mempunyai tugas sebagai benkut:

.

Menyvusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan
pelavanan di unit kerjanva;

Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan
berdasarkan RBA;

Memimpin «dan mengendalikan  kegiatan teknis
operasional dan pelayanan di unit kerjanya; dan

. Tugas lainnya vang ditetapkan oleh kepala daerah

dan/atau pemimpin BLUD sesual dengan
kewenangannya.

e] Satuan Pengawasan Intern (SPI}
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Pemimpin BLUD Puskesmas dapat membentuk Satuan
Pengawasan Internal vang merupakan aparat internal
puskesmas untuk pengawasan dan pengendalian internal
terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh
lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis
Yang Sehat.

Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang ketua yang
bertanggung jawab secara langsung di bawah Permimpin BLUD
Puskesmas, dengan mempertimbangkan:

1. Kesmmbangan antara manfaat dan beban;

2. Kompleksitas manajemen; dan

3. Volume dan /atau jangkauan pelayanan.

Satuan Pengawasan Internal terdin dan tim audit bidang
administrasi dan keuangan, tim audit bidang pelayanan medis,
serta tim audit bidang kesehatan masvarakat sesuai dengan
kebutuhan puskesmas.

Satuan Pengawasan Internal melaksanakan audit secara rutin
terhadap seluruh unit kerja di lingkungan puskesmas meliputi
bidang administrasi dan keuangan, bidang pelayanan medis,
dan bidang kesehatan masyarakat.

1. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Satuan

Pengawas Internal Puskesmas:

a. Sehat jasmani dan rohani;

b. Memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku
vang baik, dan dedikasi vang tinggl untuk memajukan
dan mengembangkan BLUD;

Memahami penvelenggaraan pemerintahan daerah;

& 0

Memahami tugas dan fungsi BLUD;

Memiliki pengalaman teknis pada BLUD;

Berijazah paling rendah D3;

Pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;

Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling

tinggi 55 (ima puluh lima) tahun pada saat mendaftar

pertama kali;

i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
vang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;

j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

b

iy

oom
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k. Mempunyai sikap independen dan obyektif,
2. Fungsi Satuan Pengawas Internal

a. Membantu  Pemimpin BLUD  Puskesmas dalam
melakukan pengawasan internal puskesmas.

b. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai
sasaran puskeamas secara eckonomis, efisien, dan
efeldi.

¢, Membantu efektivitas penerapan pola tata kelola di
puskesmas.

d. Menangani permasalahan vyang berkaitan dengan
indikasi terjadinya KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme|
vang menimbulkan kerugian puskesmas sama dengan
unit kerja terkait.

3. Tugas Satuan Pengawasan Internal

Tugas Satuan Pengawas Internal adalah membantu

manajemen Puskesmas untuk:

a. Pengamanan harta kekavaan;

b. Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;

¢. Menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan

d. Mendorong dipatuhinya kebjjakan manajemen dalam
penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.

4. Kewenangan Satuan Pengawas [nternal

a. Mendapatkan akses secara penuh dan tidak terbatas
terhadap unit-unit kerja puskesmas, aktivitas, catatan-
catatan, dokumen, personel, aset puskesmas, seria
informasi relevan lainnya sesuai dengan tugas vang
ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.

b. Menetapkan ruang lingkup kerja dan menerapkan
teknik-teknik audit vang diperlukan untuk mencapai
efektivitas sistem pengendalian internal.

¢. Memperoleh bantuan, dukungan, maupun Kerjasama
dari personel unit kerja vang terkait, terutama dari unit
kerja vang diaudit.

d. Mendapatkan kerjasama penuh dar seluruh unsur
Pejabat  Pengelola Puskesmas, tanggapan terhadap
laporan, dan langkah-langkah perbaikan.
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e. Mendapatkan dukungan sumberdayva yang memadai
untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.

f. Mendapatkan bantuan dari tenaga ahli, baik dari dalam
maupun luar puskesmas, sepanjang hal tersebut
diperiukan dalam pelaksanaan tugasnya.

f] Pegawai BLUD

1. Pegawai BLUD  menyelenggarakan  kegiatan  untuk
mendukung kinerja BLUD.

2. Pegawai BLUD berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pegawai BLUD dapat diangkat dari tenaga profesional
lainnya  sesuai  dengan  kebutuhan — profesionalitas,
kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi,
ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelavanan.

4, Pegawai BLUD dar tenaga profesional lainnya dapat
dipekerjakan secara kontrak atau tetap dan dilaksanakan
sesual dengan jumlah dan komposisi vang telah disetujui
BPFPKAD.

3. Pengangkatan dan penempatan pegawai BLUD berdasarkan
kompetensi yaitu pengetahuan, keahlian, ketrampilan,
integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap
perilaku vang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan
sesual dengan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.

PROSEDUR KERJA

Prosedur kerja dalam tata kelola Puskesmas menggambarkan pola
hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam
organisasi. Prosedur kerja puskesmas dalam rangka memberikan
pelayanan kepada masyarakat baik pelayanan kesehatan perorangan
maupun pelavanan kesehatan masyarakat dituangkan dalam bentuk
Standar Operating Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan, pelayvanan
penunjang kesehatan serta pelayanan manajemen, meliputi:
1. Ruang Pendaftaran, Administrasi dan Rekam Medis
2 Ruang Pemeriksaan Umum
3.  Ruang Konseling Terpadu
4 Ruang Pemeriksaan MTBS/Anak
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Euang Pemeriksaan Gigi

Ruang Pelayanan Kesehatan Thu, Anak, Keluarga Berencana
Ruang Pelavanan Farmasi

Ruang Laboratorium

2 | W o

Ruang Pelayanan 24 jam dan Gawat Darurat
10. Ruang Rawat Inap

11. Ruang PONED

12. Tata Usaha/Administrasi

13. Pelavanan Kesehatan Masvarakat

14. Pelavanan Jaringan Puskesmas

S0P diusulkan oleh pelaksana kegiatan sesual kebutuhan kemudian
ditetapkan oleh Kepala UPTD Puskesmas/Pemimpin BLUD. SOP tersebut
kemudian disosialisaikan kepada pihak-pihak terkait baik internal maupun
eksternal. SOP yvang telah disusun dilakukan evaluasi secara berkala dan
dapat dibuat SOP baru atau revisi jika diperlukan.

Sebagai pedoman prosedur kerja dalam melakukan pelavanan di
UPTD Puskesmas Tinanggea di gambarkan dalam bentuk SOP, setiap SOP
terdiri dari :

Pengertian jenis SOP
Tujuan
Kebijakan
Referensi
Prosedur
Bagan Alir
7. Unit Tujuan
Jenis-Jenis SOP yvang berlaku di UPTD Puskesmas Tinanggea lebih lengkap

L e N

ada di UPTD Puskesmas Tinanggea disetiap unit pelayanan dan juga semua
pelavanan di luar Gedung. Berikut ini contoh SOP pelayanan Pendaftaran
Pasien Loket, vaitu :



PENDAFTARAN PASIEN M

LOKET
No. Dokumen  ; SOP/UKP/RLIDO
'No. Revist
SOP | Tanggal terbit
Halaman 13

Iham Hilal, S.Ke Joes

PUSHVSMAS NIP. 19800517 200502 1 010
TINANGGEA
I
I. Pengertian | Pendaflaran  pasien adalah  Suatu Pelavanan rutin  Petugas Pendaftaran untuk
melavan  pasien i pendaftaran  sesumn  uruian  pelavanan dan memudahkan
mendapatkan informasi rekam medis bag seluruh fasilitas pelayanan yvang tersedia di
Puskesmas
2. Tujuan | Sebagai acuan penerapan langkah-langkah agar pelayanan di loket pendaftaran berjalan
dengan tepat, cepat, lancar dan sesua prosedur,
3. Kebijakan | Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tinanggea Nomor 440/001/5K/2017 lr:mangjcnié-_
jenis pelayanan
4, Referensi | Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medik
5. Prosedur | A. Kunjungan Baru

1. Petugas memakai APD sesuai Level

2. petugas mempersilahkan pasien mengambil nomor antrian

3. petugas memanggil pasien sesual dengan nomor antrian

4. petugas menanyakan apakah pasien sudah pemah datang berobat

5. petugas menanyakan apakah punya kartu BPJS Keschatan atau tidak

6. petugas meminta kartu identitas/kartu berobat

7. jika pasien tidak membawa kartu identitas, petugas tetap melavam pasien
dengan meminia identitas secara lisan.

8. petugas mencatat identitas pasien scsual dengan karu BPJSKartu idenfitas
lainnya di buku register dan BM

9, pelugas membual nomor kartu berobat sesuai nomor urut BM

10. petugas melengkapt form RM dan menanyakan poli tujuan pagien

| . petugas menyerahkan kartu tanda berobat kepada pasien sambil menjelaskan
kegunaan karu fersebut

12. Petugas memben peringatan kepada pasien vang tidak membawa kartu agar
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membawa kartu pada kunjungan benkutnya
13, Petugas menginformasikan besaran biava pendaftaran
14, petugas mempersilahkan pasien menunggu di ruang tunggu unit vang dituju
15, petugas menyerahkan RM ke unit terkait
B. Kunjungan Lama
1. petugas memakai APD sesuai Level

| ]

petugas mempersilahkan pasien mengambil nomor antrian

petugas memanggil pasien sesual dengan nomor antrian

petugas menanvakan apakah pasien sudah pernah datang berobat, apabila
pasien sudah pernah berobat, petugas menanyakan kartu tanda berobat

-

petugas melengkapi form RM dan menanyakan poli tujuan pasien

petugas menverahkan kartu tanda berobat

Petupas menginformasikan besaran biaya pendaftaran

petugas mempersilahkan pasien menunggu di ruang tunggu unit vang dituju

o e = P bh

petugas menyerahkan BM ke unit terkait
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6. Bagan Alir
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.I 7 Unit Terkait

! A. Kunjugan Baru
petugas memakal I"l:'tlugl_am'| Memanggil ey akin
; e s | | pasicn scsual pernah berobat
APD sesuai Leved kan pasien no anirign > atau belum
mengambil
no. anirian l
tetap melavani pasien
dengan meminta identitas ] mienany akan punyva
secara flisan, jika pasien -— F“““,';‘: A lg—— | Kkartu BPJS atau
tidak membawa kartu identi tidak
memcatal identitas . menyerahkan
i i melenghkapi
By || membustkarty formn RM dan e
idontitas di bukuy I ;’;ﬁ g m'n o tamyslanpodi | TR g
register dan RM e e P :ﬁunm
u tersebut
: memben penngatan
mempersilahkan 3 Petiseas kepads pasien yang
Pasien menngu di ; ‘ tidak membawa
ruang un it mengrnformasik g, kit A
vang dituju an besaran mombawa kartu
hi pada kunjungan
iaya kst
B. Kunjungan Lama '
ilahk
L Mmempers
petugas memakai i e o mtn;nruhnt
APLD sesnan Level mengambil | g pasien ﬂ%;ni = pTL:: bIij' e
N Ankrian .
no aninian
Peugas menginformasikan P . ﬁ:l
i engkapi form
besaran biaya pendaftaran . mmﬂ <+ | RM dan tanyaken
podi fujuan pasien
mempersilabkan pasien
menunemy di riang —— menyerahkan BM ke
Eurggu unil yang dituju it yang dituju
Loket pendaftaran _
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Selain melalui SOP, mekanisme kerja pelayanan di Puskesmas Tinanggea
digambarkan juga dalam alur pelayanan yaitu:

Alur Pelayanan Pendaftaran

Alur Pelayanan Pemeriksaan Umum

Alur Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut
Alur Pelavanan Keschatan lbu dan Anak

Alur Pelavanan Manajemen Terpadu Balita Sakit
Alur Pelayanan Ruang Pelayanan Lanjut Usia (Lansia]
Alur Pelavanan Kamar Obat

Alur Pelavanan Laboratorium

Alur Pelavanan Gawat Darurat 24 Jam

l[] Alur Pelavanan Rawat Inap

11. Alur Pelayvanan Poned

sl B Bl U L
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MAGRAM ALUR PROSEDUR PELAYANAN
UPTDD PUSKESMAS TINANGGEA

| Alur Pelayanan Pendaftaran

PASIEN DATANG

i

PASIEN MENGAMBIL NOMOR ANTRIAN

PASIEN MELETAKKAN KARTU BERKUNJUNG DAN MENUNGGU

:

PETUGAS MEMANGGIL PASIEN DAN MENDATA PASIEN DAN
MENANYAKAN TUJUAN PASIEN

l i

Pali KIA Klimil Pali i m
Poli Umum | | R.MTES Poli Lansia o W Gigi VA

2. Alur Pelayanan Pemenksaan Umum

K. Pendafltaran
1
MUN
R jubk lnteinal — FOLEInENN Pemeriksoan
U nit Pelavanan 1 Penunjang
KAMAR OBAT
1
KASIR

e

PULANG RUJUKAN
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3. Alur Pelavanan Pemeriksaan Gigl dan Mulu

4, Alur Pelavanan Kesehatan Thu dan Anak

L]

/ FUJUKAN KE RS

RUDUKAM KE PELAYAMAN LAIN I

EAMAR KASTR
ORAT

%
:

Reguban
Fiwiernal J

| Rupan e RS
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6.

A6

Alur Pelavanan Manajemen Terpadu Balita Sakit

RUMAH
SARIT

KAMAR COBAT
i
KASIR
1
PULANG

Alur Pelavanan Kamar Obat

R PELAYAMAN UBMUM -I‘-—h.,

B PELAVANMAN KIA

I R PFEOLAYANAN LAMSTA I

R PELAYAMAN TVA

B Traag

R PONED ]

(R R TR

PR iR
LANIEATORIL S
LR A P
INANISARE

-__:,_l HAMAR CHEAT

Hlindk G/ Sanitaad l-""J

HASIH

] U
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ALUR PELAYANAN LABORATORIUM
UPTDD PUSKESMAS TINANGGEA

A PELAYANARN LIRS

N PELAYTAMAM KLASHE

l R PELAYARNAN MTES

B PELAVAMAN GIGE

B PELAVAMAN GAWAT

[ LA B LA TOLTLRR

B PFELATANAS USELIM

R PELLY RNAN K& KR ]

W EELAVARAN STET

DARUEAT
e e

B PFELAVAREN POMED

W FELAYAMAN FOAWRT
LT

FFILATANAN LASEEA ]

|_.-"

| B PELAYARAN 1WA

7. Alur Pelavanan Gawat Darurat 24 Jam

L ELA Y ARAN BAWALT
A ELRAT

E FELAYANAN PONED

BOPELATAMLN IL3WAT
pLTE

i

A FELAYARMAN VA

DENTIEAST i{ ANAMME &

PEMEFRIES LK
FEIK

PULARG

PEEA'WATAN
[ElAZAH
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8. Alur Pelayanan Rawat Inap

L )
O

. RAWAT INAF

BFCHOM COMCENT I 8 8
RHE-IDENTIFIR AN
mmvm
MERAWAT SESLUAL ADVIE

wl. lEk

e T T

CHEIAT

C. PENGELOMPOEKAN FUNGSI

Pengelompokan fungsi Puskesmas Tinanggea menggambarkan

pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi

pendukung vang sesual dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka

efektifitas pencapaian organisasi. Dan uraian struktur organisasi tersebut
di atas, tergambar bahwa organisasi puskesmas telah dikelompokkan
sesual dengan fungsi sebagai berikut:

1.

4,

Telah dilakukan Pemisahan fungsi yang tegas antara Dewan Pengawas

dan Pejabat Pengelola BLUD vang terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat
Keuangan, dan Pejabat Teknis.

. Pembagian fungsi pelayanan kesehatan, fungsi penunjang pelayanan

kesehatan dan fungsi penvelenggaraan administrasi.

Pembagian tugas pokok dan kewenangan vang jelas untuk masing
masing fungsi dalam organisasi yang ditetapkan melalui keputusan
Kepala Puskesmas.

Fungsi audit internal di lingkungan Puskesmas dengan membentuk
Satuan Pengawas Internal (SPI).

Fungsi Organisasi Puskesmas dijabarkan sebagai berikut:

8.

Fungsi pelayanan kesehatan (service)
Fungsi pelayanan di puskesmas dijalankan oleh penanggung jawab dan
pelaksana kegiatan UKM dan UKP sebagai berikut:
a. Upayva Kesehatan Masyvarakat Esensial
1] Upava promosi kesehatan
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2) Upaya gizi masyarakat
3] Upayva kesehatan lingkungan
4] Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit
al] P2 Tuberkulosis
b} P2 kusta
¢ Imunisasi
d} Surveilans
e] P2 Demam Berdarah Dengue
[} P2 Infeksi Saluran Pernafasan Akut & Diare
gl P2 HIV-AIDS
hj P2 Tidak Menular/PTM
i} Kesehatan jiwa
3] Upaya kesehatan ibu dan anak
al] Keluarga Berencana /KB
b| Kesehatan reproduksi
6] Perawatan Keschatan Masyarakat (Perkesmas)
. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
1} Upaya kesehatan sekolah (UKS)
2] Kesehatan gigi dan mulut masyarakat
J] Kesehatan tradisional dan komplementer
4} Kesehatan kerja dan olah raga
o} Kesehatan indera
B} Kesehaan lanjut usia
7} P2 Hepatitis
8) Deteksi dini kanker leher rahim
. Upaya Kesehatan Perorangan
1) Pelayanan pendaftaran dan administrasi
2) Pelavanan pemeriksaan umum
3} Pelavanan pemeriksasan lanjut usia
4) Pelavanan konseling gizi dan sanitasi
3] Pelayanan pemeriksaan MTBS/Anak
6) Pelayanan pemeriksaan gigi
7] Pelayanan pemeriksaan kesehatan ibu dan anak dan imunisasi
8] Pelayanan Keluarga Berencana /KB
9] Pelayanan gawat darurat 24 jam
10] Pelayanan Rawat inap
11) Pelayanan PONED
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12] Laboratorium dan pemeriksaan penunjang
13) Pengelolaan alat kesehatan /kedokteran
14) Kefarmasian dan obat - ebatan

9. Fungsi Penyelenggaraan Administrasi (Supporting)
Fungsi penyelenggaraan administrasi dilaksanakan oleh sub bagian tata
usaha meliputi kegiatan:
a, Penyelenggaraan administrasi kepegawaian
b. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan
¢. Penyelenggaraan pengelolaan barang, sarana dan prasarana
termasuk gedung dan kendaraan ambulans.

D. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan
pengambilan kebijakan yang jelas, terarah dan berkesinambungan
mengenai sumber daya manusia pada suatu organisasi dalam rangka
memenuhi kebutuhannya baik pada jumlah maupun kualitas vang paling
menguntungkan sehingga organisasi dapat mencapai tujuan secara
efisien,efektif, dan ekonomis. Organisasi modern menempatkan karvawan
pada posisi terhormat yaitu sebagai aset berharga |brainware) sehingga
periu dikelola dengan bailk mulai  penerimaan, selama aktif bekerja
maupun setelah purna tugas.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia meliputi: ABK

PERHITUNGAN
] JENIS TEMAGA JUBL AN BTATUS el ANALIS] KEHURANGAN
HEBUTUHAN
BEBAN KERJA
Dhokter ] TKD 2 | ] ]
Doktar gip B THD 1 1 1
Apoteker 1 THH 2 2 1
A= Apoteker 2 VENRE 0 - -] ]
1340
& Sulknrela
5 Administraai Kepegawaian 3 ABN Bularela 3 3 Lehih 1
# Bendahers 4 AEN 1 & ]
7 | Pengsdministarsst Vmum 1 Sukarels | 1 1 o
Sustem Informan
1 AEN 1 i i
B Eesshatan
Pengelola Bearong Aset =
i G i AEN i i a
i Megara !
Perigeicla Program $an |
1 ASH 1 1 ]
10 Pelaporan
E 11 Kaeir - 1

i 12 Persiom Medes 2 AN | q ) ¥]




i3 Esbersihan 2 Sskcareia 2 2 o
e Zapir Ambulance 1 Sularela 2 2

15 | Prnjaga keamanan T - 2 2 2

Parawal, Permwet ASN dan
Z1 B 4 3

16 diesa|puaty [ ponkssdes) Buknareln
17 Perawat gigi 1 Sukareln i 1 (]

Fidan, Ridan 6 ASN dan . = e

n

18 pusiu, ponkesdes Sukareia

ASN dan
Mutrisicmiat A | 4 &

19 Bukarela
a0 Pranata Lak i TER i a i
a1 Bunitmrinn 1 AEN 1 1 L]
22 Promikes 1 TEB | 2 1
73 j Epidemoiogs Hesehatan : 1 B 'I 1
24 I Prakarys 1 Sukarels | 1 o

| 29 ABN, 1

CPMNS.4 TEKR,2Z
JUMLAH Ta 4R RS
TED, 33
SUHAHELA

1. Perencanaan Pegawai

Perencanaan Pegawai merupakan proses vang sistimatis dan Strategis

untuk memprediksi kondisi Jumlah yang dibutuhkan, Perencanaan
pegawai BLUD terdiri dari ASN dan Non ASN. ASN terdiri dari PNS dan
P3K , sedangkan Non ASN dapat dipekerjakan sebagai pegawai tetap dan
pegawa: kontrak BLUD.

d,

SDM vang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Adapun perencanaan pegawai BLUD ASN yang terdiri dari PNS dan
PPPK mengacu pada Peraturan Pemerintah Rl No.11 tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal | dan pasal 12.

SDM yang berasal dari Tenaga Profesional Non-ASN,

Sedangkan perencanaan pegawal BLUD vang Non ASN diangkat
berdasarkan jenis Kualifikasi, keahhan dan kompetensi yang
diinginkan dimasa depan melalui Analisis Beban Kerja (ABK] dan
diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik agar pelayanan
di Puskesmas dapat lebih baik dan hasilnva meningkat.

. Pengangkatan Pegawai

Pola rekruitmen SDM baik tenaga medis, paramedis maupun non medis
pada UPTD Puskesmas Konda Kabupaten Konawe Selatan adalah
sebagai berikut;

a. SDM yvang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN].

Pola rekruitmen SDM vang berasal dari Aparatur Sipil Negara [ASN)
UPTD Puskesmas Konda Kabupaten Konawe Selatan dilaksanakan
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sesuai dengan peraturan perundangan-undangan vang berlaku di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
b. SDM vang berasal dari Tenaga Profesional Non-ASN.

Pola rekruitmen SDM vang berasal dar tenaga profesional non-ASN

dilaksanakan sebagai berikut:

1} Pengangkatan pegawai berstatus MNon-ASN dilakukan sesuai
dengan Kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan
berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam
rangka peningkatan pelavanan,

2} Rekruitmen SDM dimaksudkan untuk mengisi formasi yang lowong
atau adanya perluasan organisasi dan perubahan pada bidang-
bidang yang sangat mendesak vang proses pengadaannya tidak
dapat dipenuhi oleh Pemernintah Kabupaten /Kota.

3) Jumlah dan komposisi pegawai Non ASN dilaporkan kepada
BKPSDM

4) Twyuan rekruitmen SDM adalah untuk menjaning SDM vang
profesional, jujur, bertangpung jawab, netral, memiliki kompetensi
sesuai dengan tugas/jabatan yvang akan diduduki sesuai dengan
kebutuhan yang diharapkan serta mencegah terjadinya unsur KKN
(kolusi, korupsi, dan nepotisme} dalam rekruitmen SDM.

5] Rekruitmen SDM dilakukan berdasarkan prinsip netral, objektif,
akuntabel, bebas dar KKN serta terbuka.

6) Mekanisme pengangkatan pegawal berstatus Non ASN lebih
lanjut akan diatur dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan.

7] Pengangkatan dan penempatan pegawai BLUD berdasarkan
kompetensi vaitu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, integritas,
kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yvang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan sesuai dengan
kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.

¢. Penempatan Pegawai
Penempatan pegawai BLUD ASN dan non ASN berdasarkan
kompetensi vaitu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, integritas,
kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang
diperiukan dalam pelaksanaan tugas dan sesuai dengan kebutuhan

Praktek Bisnis Yang Sehat

d. Sistem Remunerasi

1) Pengaturan Remunerasi
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Pejabat pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dapat diberikan
remunerasi sesuali dengan tingkat tanggung jawab dan
profesionalisme. Komponen Remunerasi meliputi:

a) Gaji vaitu imbalan kerja berupa uang vang bersifat tetap setiap
bulan;

b Tunjangan tetap yvaitu imbalan kerja berupa uang vang bersifat
tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;

c) Insentif wvaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat
tambahan pendapatan di luar gaji;

d] Bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang vang
bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan
insentif, atas prestasi kerja vang dapat diberikan 1 (satu] kali
dala 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat
tertentu;

Catatan : khusus penerimaan non ASN BLUD akan dikaj lelih
lanmjut sesuai ketentuan

e} Pesangon vaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna
jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau

fi Pensiun vartu imbalan kerja berupa uang.

Pengaturan Remunerasi ditetapkan oleh Bupati Konawe Selatan

berdasarkan usulan vang disampaikan cleh pemimpin BLUD

dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan,
kepatutan, kewajaran dan kinerja dan dapat memperhatikan
imdeks harga daerah /wilayah.

Bupati Konawe BSelatan dapat membentuk tim pengaturan

remunerasi yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:

al Dinas Kesehatan;

bl Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

c] Perguruan Tingg:; dan

d) Lembaga Profesional.

Indikator Remunerasi meliputi:

a) Pengalaman dan masa kerja,

b) Ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;

¢} Risiko kerja;

d] Tingkat kegawatdaruratan;

e] Jabatan vyang disandang; dan

fi Hasil/capaian kinerja.
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5] Remunerasi bagi Pejabat Pengelola meliputi:
a) Bersifat tetap berupa gaji;
b Bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus
atas prestasi kerja: dan
c) Pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan
profesional lainnya serta pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.

6] Indikator tambahan bagi remunerasi pemimpin BLUD
mempertimbangkan faktor:

a] Ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta
produktivitas;

b} Pelayanan sejenis;

c] Kemampuan pendapatan; dan

d) Kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan,
pelayanan, mutu dan manfaat bagi masvarakat.

7] FEemunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan
paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen} darn
rémunerast pemimpin.

8] Remunerasi bagi Pegawai meliputi:

a) Bersifat tetap berupa gaji;

b} Bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus
atas prestasi kerja; dan

¢] Pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan
profesional lainnya serta pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.

9) Remunerasi bagi Dewan Pengawas berupa honorarium sebagai
imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap
bulan. Honorarium Dewan Pengawas sebagai berikut:

a] Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banvak sebesar
40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;

b) Honoranum anggota Dewan Pengawas paling banvak sebesar
36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjagan
pemimpin; dan

¢} Honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar
15% (lima belas persen) dan gaji dan tunjangan pemimpin.

10} Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun bagi PN3 sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

e, Suksesi Manajemen/Jenjang Karir

Kepala Puskesmas mengusulkan persyvaratan jabatan dan proses
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seleksi untuk jabatan tertentu sesua dengan kebutuhan Puskesmas

dalam menjalankan strategi.

1] Penetapan persyaratan jabatan dan proses seleksi untuk jabatan
tersebut diatas harus dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui
kepala dinas.

2] Kepala Puskesmas mengusulkan program pengembangan
kemampuan pegawai Puskesmas baik fungsional maupun
struktural secara transparan

f. Pengembangan Sumber Dava Manusia (SDM)]
Program pengembangan sumber dava manusia Puskesmas lima
tahun ke depan diarahkan pada pemenuhan jumlah SDM agar
berada pada rasio yang ideal. Selain itu, pengembangan sumber daya
manusia juga diarahkan agar memenuhi kualifikasi SDM sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelayanan
kesehatan kepada pasien/masyarakat dapat berjalan sebagaimana
mestinya, Program pengembangan SDM pada UPTD Puskesmas

Konda Kabupaten Konawe Selatan dijabarkan sebagai berikut :

1] Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi terpercaya dalam
rangka memenuhi tenaga medis dan paramedis sesuai dengan
kebutuhan puskesmas.

2] Mengembangkan tenaga medis dan paramedis vang potensial ke
jenjang pendidikan vang lebih tinggi, baik di dalam maupun di
luar negeri.

3] Merintis kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pengembangan
kemampuan SDM baik tenaga medis, paramedis maupun
administrasi melalui kegiatan penelitian, kegiatan ilmiah, diskusi
panel, seminar, simposium, lokakarya, pelatihan/diklat, penulisan
buku, studi banding, dll.

4] Meningkatkan standar pendidikan tenaga administratif yang
potensial, terutama ke jenjang Diploma [l dan 31.

g£. SANKSI ASN dan Non ASN
1} Sanksi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
Terdiri dari ringan,sedangberat vang di atur dalam Peraturan
Pemerintah Rl Nomor 94 tahun 2021 Pasal 8, dimana tingkat
Hukuman Disiplin terdiri atas:
a) Hukuman Disiplin ringan

Hukuman disiplin ringan terdiri dari:
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1. teguran lisan;
2. teguran tertulis; atau
3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
b) Hukuman Disiplin sedang
Hukuman disiplin sedang terdiri dari:
l. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 250/0 {dua puluh lima
persen) selama 6 (enam) bulan
2. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 250/0 (dua puluh lima
persen) selama 9 (sembilan] bulan
3. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima
persen) selama 12 (dua belas) bulan,
c] Hukuman Disiplin berat
Hukuman disiplin berat terdiri dari:
1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12
(dua belas) bulan;
2. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana
selama 12 (dua belas) bulan; dan
3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS.
2. Banksi yang herasal dri Non ASN
a. Teguran Lisan;
b. Teguran Tertulis
c. Pemutusan hubungan Kerja
3. Pemutusan Hubungan Kega ASN dan non ASN
Hubungan kerja antara Puskesmas dan Pegawai dapat berakhir
karena satu atau lebih sebab-sebab berikut:
h. Pegawai diberhentikan dengan hormat antara lain: ASN dan non ASN
a] Meninggal dunia
b} Atas permintaan sendiri
c] Mencapai batas usia pensiun
d) Tidak cakap jasmani dan atau rohani
e) Adanya penyederhanaan organisasi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat:
1] Melakukan usaha dan atau kegiatan yang bertujuan mengubah
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat dalam
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gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan

Pemerintah.

2) Dipidana penjara atau kurungan berdasarkan ketentuan

pengadilan yvang telah mempunyai kekuatan hukum vang tetap,
karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan vang ada

maupun tidak ada hubungannya dengan jabatan.

3) Batas Usia Pensiun sebagai berikut: fungsional muda,eselon

Il,pensiunan madya,pensiunan ahli utama (PP 11 thn 2017)

ajl

b)

Batas usia pensiun bagi ASN dan non ASN termasuk vang
memangku jabatan Dokter vang ditugaskan secara penuh pada
unit pelayanan kesehatan sesual  peraturan  perundang-
undangan.

Bagi Pegawai vang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan
Puskesmas sebagaimana anglka 1, dapat diperpanjang setiap
tahun.

Keahlian pada angka 2 tersebut ditentukan oleh Kepala
Puskesmas.

Apabila terjadi penyederhanaan organisasi, Pegawai dapat
diberhentikan dengan hormat setelah mendapat persetujuan
Kepala Fuskeamas.

Pegawai vang diberhentikan tidak dengan hormat, tidak
mendapat hak hak kepegawaian.

Setiap proses pemutusan hubungan kerja akan dilaksanakan
dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan kepegawailan
vang berlaku.

E. PENGELOLAAN KEUANGAN

1

Struktur Anggaran
Struktur anggaran BLUD Puskesmas terdiri dari;
a. Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD terdiri dan:

1} Jasa Layanan

Jasa layanan berupa imbalan wvang diperoleh langsung oleh

puskesmas dari jasa lavanan yang diberikan kepada masyarakat.

Jasa layanan puskesmas diperoleh dar jenis lavanan yang

diberikan kepada pasien vang berkunjung atau mendapatkan

pelayanan kesehatan puskesmas meliputi: kunjungan loket,
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konsultasi, pemeriksaan, tindakan dan pemeriksaan penunjang.
Komponen jasa layvanan puskesmas meliputi: jasa sarana dan jasa
pelayanan yang ditetapkan dalam tarif layanan.
2} Hibah
Pendapatan hibah dipercleh puskesmas dari masvarakat atau
badan lain yang bersifat terikat atau tidak terikat. Pendapatan
dari hibah vang bersifat terikat, digunakan sesuai dengan tujuan
pemberi hibah, sesuai dan selaras dengan tujuan puskesmas,
sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
3} Hasil kerjasama dengan pihak lain
Pendapatan hasil kerjasama diperoleh puskesmas dari hasil
kerjasama dengan pihak lain.
4] APBD
Pendapatan puskesmas dari APBD diperoleh dan alokasi DPA
APBD untuk puskesmas seperti anggaran operasional puskesmas
serta honor subsidi dan non subsidi puskesmas.
5) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah
Pendapatan lain-lain yang sah meliputi:
al Jasa giro;
b} Pendapatan bunga;
c| Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang
Asing;
d} Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
perjjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa BLULD;
e} Investasi;
| Pengembangan usaha, Pengembangan usaha dilaksanakan
dengan cara pembentukan unit usaha vang merupakan bagian
dari puskesmas yang bertujuan untuk peningkatan dan
pengembangan layanan.
Pendapatan BLUD dilaksanakan melalui rekening kas BLUD
puskesmas dan dikelola langsung untuk membiaya: pengeluaran
puskesmas sesuai RBA kecuali yang berasal dan hibah vang terikat.
b. Belanja BLUD
Belanja BLUD puskesmas terdin dari:
1) Belanja COperas:
Belanja operasi mencakup seluruh belanja untuk menjalankan
tugas dan fungsi meliputi:
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a) Belanja pegawai;
b) Belanja harang dan jasa;
c) Belanja bunga dan belanja lainnya.
2) Belanja Modal
Belanja modal mencakup seluruh belanja untuk perolehan aset
tetapdan aset lainnya vang memberi manfaat lebih dari 12 (dua
belas| bulan untuk digunakan dalam kegiatan puskesmas.
Belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan
mesgin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan. belanja irigasi
dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.
c. Pembiayaan BLUD
Pembiavaan BLUD Puskesmas adalah semua penerimaan vang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun
anggaran berikutnya.
Jenis pembiayaan meliputi:
1] Penerimaan pembiayaan
Penerimaan pembiayaan puskesmas meliputi:
al 3isa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
bl Divestasi;
c¢) Penerimaan utang/pinjaman.
2] Pengeluaran pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan meliputi:
a) Investasi;
bl Pembavaran pokok utang/pinjaman.
2. Perencanaan dan Penganggaran BLUD
Puskesmas merencanakan anggaran dan belanja BLUD dengan
menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA} vang mengacu kepada
Renstra puskesmas. RBA puskesmas disusun berdasarkan:
a. Anggaran berbasis kinerja, vaitu analisis kegiatan yvang berorientasi
pada pencapaian output dengan penggunaan dana secara efisien,
b. Standar satuan harga, merupakan harga satuan setiap unit
barang/jasa vang berlaku di Pemerintah Daerah.
c. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan
akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masvarakat,
hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha
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lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya. Belanja
dirinci menjadi belanja modal dan belanja operasi.

Penyusunan RBA puskesmas meliputi:

a.
b.

Ringkasan pendapatan dan belanja.

Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan vang
merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang
dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin darn rencana
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Perkiraan harga, merupakan estimasi harga jual produk barang/jasa
setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin vang
ditentukan seperti tercermin dalam Tarif Layanan,

Besaran persentase ambang batas, yaitu besaran persentase
perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yvang
diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi
kegiatan operasional BLUD.

Perkiraan maju/forward estimate, vaitu perhitungan kebutuhan
dana untuk tahun angparan berikutnya dari tahun vyang
direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan
kegatan yvang vang telah disetuyyun dan menjadi dasar penyusunan
anggaran tahun berikutnya.

RBA Puskesmas menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu

presentase ambang batas. RBA juga disertai Standar Pelayanan
Minimal,

Konsolidasi perencanaan anggaran BLUD puskesmas dalam APED
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a,

Pendapatan BLUD vang berasal dari jasa layanan, hibah, hasil
kerjasama dan pendapatan lain yang sah, dikonsolidasikan ke dalam
RKA puskesmas pada akun pendapatan daerah pada kode rekening
kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli
daerah yvang sah dengan obyek pendapatan dann BLUD;

Belanja BLUD yvang sumber dananya berasal Pendapatan BLUD (jasa
layanan, hibah, hasil kerjasama dan pendapatan lain vang sah| dan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD dikonsolidasikan ke
dalam RKA puskesmas pada akun belanja daerah yang selanjutnva
dirinci dalam 1 [satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 {satu) output dan
jenis belanja. Belanja BLUD tersebut dialokasikan untuk membiayai
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program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayvanan dan
pendukung pelavanan;

. Pembiayaan BLUD dikonsolidasikan ke dalam RKA Puskesmas yang

selanjutnya dikonsolidasikan pada akun pembiavaan pada Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;

. BLUD Puskesmas dapat melakukan pergeseran rincian belanja

sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada
DPA untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD;
Fincian belanja dicantumkan dalam RBA.

3. Retentuan konsolidasi RBA dalam RKA sebagai berikut:

a,

RBA dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari REKA
puskesmas.

RKA beserta RBA disampaikan kepada PPKD sebagai bahan
penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

. PPKD menyampaikan RKA beserta RBA kepada tim anggaran

pemerintah daerah untuk dilakukan penelaahan.

Hasil penelaahan antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan
alokasi dana APBD untuk BLUD.

Tim anggaran menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah
dilakukan penelaahan kepada PPKD untuk dicantumkan dalam
rancangan peraturan daerah tentang APBD vyang selanjutnva
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APED.

Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA
mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan
APBD dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

4. Pelaksanaan Anggaran

Tahapan pelaksanaan anggaran BLUD puskesmas meliputi ketentuan
sebagai berikut:

a.

Puskesmas menvusun DPA BLUD berdasarkan peraturan daerah
tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD. DPA memuat
pendapatan, belanja dan pembiavaan BLUD.

. PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran

BLUD,

. DPA vang telah disahkan PPKD menjadi dasar pelaksanaan anggaran

yang bersumber APBD yang digunakan untuk belanja pegawai,
belanja modal dan  belanja barang dan/atau jasa vyang
mekanismenya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
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undangan. Pelaksanaan anggarannyva dilakukan secara berkala
sesuai  dengan kebutuhan wvang telah ditetapkan dengan
memperhatikan anggaran kas dalam DPA memperhitungkan: jumlah
kas vang tersedia, proyveksi pendapatan dan proveks: pengeluaran.
Pelaksanaan anggaran dilengkapi dengan melampirkan RBA.

d. DPA vang telah disahkan dan RBA menjadi perjanjian kinerja vang
ditandatangani oleh Bupati/Walikota. Perjanjian kinerja memuat
kesanggupan untuk:

1] meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakaf;
2] memngkatkan kineja keuangan dan meningkatkan manfaat bag
masyarakat.

g. Pemimpin BLUD menvusun laporan pendapatan BLUD, laporan
belanja BLUD dan laporan pembiavaan BLUD secara berkala dan
dilaporkan kepada PPKD. Laporan dilampini dengan Surat
Pernyataan Tanggunjawab vang ditandatangani pemimpin BLUD.

f. Berdasarkan laporan BLUD tersebut, Kepala Dinas Kesehatan
menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD (SP3B).

g. PPED kemudian mengesahkan dan menerbitkan Surat Pengesahan
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SF2B).

Penatausahaan keuangan BLUD dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Permmpin BLUD membuka rekening kas BLUD untuk keperluan
pengelolaan kas sesuail dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

b, Rekening kas BLUD digunakan untuk menampung penerimaan dan
pengeluaran kas vang sumber dananya berasal dari Pendapatan
BLUD wvaitu jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dan pendapatan
lain vang sah.

c. Penyelenggaraan pengelolaan kas BLUD meliputi:

1] Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas.

2] Pemungutan pendapatan atau tagihan.

3] Penyimpanan kas dan dan mengelola rekening BLUD.

4] Pembayaran.

5} Perolehan sumber dana untuk menutupi defisit jangka pendek.

6) Pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan
tambahan.
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d. Penenmaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada pemimpin melalui

Pejabat Keuangan,

e. Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat:

1) Pendapatan dan belanja.

2) Penerimaan dan pengeluaran.

3) Utang dan piutang,

4) Persediaan, aset tetap dan investasi.

5] Ekuitas,

5. Pengelolaan Belanja

Pengelolaan  Belanja  BLUD  diberikan  fleksibilitas  dengan

mempertimbangkan wvolume kegiatan pelayanan. Fleksibilitas vang

dimaksud adalah belanja yang disesuaikan dengan perubahan

pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA vang telah ditetapkan

secara defnitif, Fleksibilitas dilaksanakan terhadap Belanja BLUD yvang

bersumber dari Pendapatan BLUD yang meliputi: jasa layvanan, hibah,

hasil kerjasama dan pendapatan lain vang sah serta hibah tidak terikart.

Ambang batas EBA merupakan besaran persentase realisasi belanja

vang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA dengan

memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas, terlebih dulu
mendapat persetujuan Bupati/Walikota.

b. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Puskesmas mengajukan
usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPRD.

c. Besaran persentase ambang batas dihitung tanpa memperhitunghkan
saldo awal kas.

d. Besaran persentase ambang batas memperhitungkan fluktuasi
kegiatan operasional meliputi:

1) Kecenderungan /tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain
APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran
sebelumnya.

2] Kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD
dengan prognosis tahun anggaran herjalan.

3) Besaran persentase ambang batas dicantumkan dalam REBA dan
DPA berupa catatan wvang memberikan informasi besaran
persentase ambang batas.

4} Persentase ambang batas merupakan kebutuhan yang dapat
diprediksi, dicapad, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan,
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e. Ambang batas digunakan apabila Pendapatan BLUD (jasa layanan,
hibah, hasil kerjasama dan pendapatan lain yang sah) diprediksi
melebihi target pendapatan yvang telah ditetapkan dalam RBA dan
DPA tahun yang dianggarkan.

6. Pengelolaan Barang

Pengadaan barang dan/atau jasa di puskesmas BLUD mengikuti

ketentuan sebagai berikut:

a. Pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBD
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan
mengenal barang/ jasa pemerintah,

b. Pengadaan barang dan/atau jasa vang bersumber dari jasa lavanan,
hibah tidak terikat, hasil kerjasama dan lain-lain pendapatan BLUD
vang sah, diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau
seluruhnva dari peraturan perundangan-undangan mengenai
pengadaan barang/jasa pemerintah.

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa
diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota untuk menjamin
ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah,
proses pengadaan vang sederhana, cepat, serta mudah
menyvesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran
pelavanan puskesmas.

d. Pengadaan barang dan/atau jasa vang dananva berasal dari hibah
terikat, dilakukan sesuai dengan kebijakan pengadaan dari pemberi
hibah atau Peraturan Bupati/Walikota sepanjang disetujui oleh
pemberi hibah.

Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dengan ketentuan:

a. Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh pelaksana
pengadaan yaitu panitia atau unit vang dibentuk pemimpin untuk
BLUD puskesmas untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau
jasa BLUD.

b. Pelaksana pengadaan terdiri atas personil yvang memahami tata cara
pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan vang bersangkutan dan
bidang lain vang diperlukan.

Ketentuan pengelolaan barang BLUD puskesmas mengikuti ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
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7. Tarif Layanan

Puskesmas mengenakan Tarif Lavanan sebagai imbalan atas

penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat berupa besaran

Tarif dan/atau Pola Tarif. Penyusunan Tarif Layanan sesuai ketentuan

berikut:

a. Tarif Lavanan bisa disusun atas dasar:

I} Perhitungan biaya per unit layanan. Bertujuan untuk menutup
seluruh atau sebagian dari biava yang dikeluarkan untuk
menghasilkan barang/jasa atas layanan vang disediakan
puskesmas. Cara perhitungan dengan akuntansi biaya.

2} Hasil per investasi dana. Menggambarkan tingkat pengembalian
dari mvestasi yang dilakukan oleh puskesmas selama periode
tertentu.

3) Jika Tanf Layanan tidak dapat ditentukan atas dasar perhitungan
biaya per unit layanan atau hasil per investasi, maka Tarif
ditentukan dengan perhitungan atau penetapan lain vang
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Besaran Tarif disusun dalam bentuk:

1) Nilai nominal uang; dan/atau

2) Persentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan
kotor /bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.

c. Pola Tarif merupakan penyusunan Tarif Lavanan dalam bentuk
formula.

Proses penetapan Tanf Layanan sebagai berikut:

a. Pemimpin BLUD puskesmas menyusun Tarif Layanan puskesmas
dengan memperimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan
layanan, kebutuhan, daya beli masvarakat, asas keadilan dan
kepatutan, dan kompetisi sehat dalam penetapan Tarif Layanan vang
dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.

b. Pemimpin BLUD puskesmas mengusulkan Tarif Lavanan puskesmas
kepala Bupati/Walikota berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau
usulan perubahan Tarnf Layanan.

c. Usulan Tarif Lavanan dilakukan secara keseluruhan atau per unit
layanan.

d. Untuk penyusunan Tarif Layanan, pemimpin BLUD dapat
membentuk tim vang terdir dar:

1) Dinas Kesehatan
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2] Pengelolaan Keuangan Daerah

3] Unsur Perguruan Tinggi

4] Lembaga profesi

Tarif Layanan diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dan
disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8. Pwutang dan Utang/Pinjaman

Ketentuan pengelolaan piutang BLUD puskesmas sesual ketentuan
berilkut;

a.

Piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau
transaksi vang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan
kegiatan BLUD puskesmas,

Penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi
dengan asministrasi penagihan.

Jika piutang sulit tertagth, penagihan piutang diserahkan kepada
Bupati/Walikota dengan melampirkan bukti vang sah.

Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersvarat. Tata caranya
diatur melalui Peraturan Bupati/ Walikota.

Ketentuan pengelolaan utang BLUD puskesmas sebagai berikut:

.

Utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau
perikatan pinjaman dengan pihak lain.

b. Utang/pinjaman dapat berupa:

1) Utang/pinjaman jangka pendek. Yaitu utang/pinjaman yang
memberikan manfaat kurang dar 1 (satu] tahun yvang timbul
karena kegiatan operasional dan/atau vang diperoleh dengan
tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas vang tersedia
ditambah proveksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi
jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu] tahun anggaran. Dibuat
dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani
oleh pemimpin BLUD puskesmas dan pemberi utang/pinjaman.

2) Pembavaran kembali utang/pinjaman jangka pendek harus
dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan dan menjadi tanggung
jawab  Puskesmas. Pembayaran bunga dan  pokok
utang/pinjaman yang telah jatuh tempo menjadi kewajiban
puskesmas.

Pemimpin BLUD puskesmas dapat melakukan pelampauan
pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nila
ambang batas vang telah ditetapkan dalam RBA.
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Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek diatur
dengan Peraturan Bupati/Walikota.

3] Utang/pinjaman  panjang.  Yaitu  utang/pinjaman  vang
memberikan manfaat lebih dari 1 (satu} tahun dengan masa
pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1
(satu) tahun anggaran.

Utang/pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran
belanja modal,
Pembavaran utang/pinjaman jangka panjang merupakan
kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi
pokok utang/pinjmana, bunga, dan biaya lain yvang harus
dilunasi pada tahun anggaran berkutnva sesuai dengan
persvaratan perjanjian utang/pinjaman vang bersangkutan.
Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Kerjasama BLUD

Puskesmas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan berdasarkan prinsip

efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan. Prinsip
saling menguntungkan dapat berbentuk finansial dan/atau non
finansial.

Bentuk kerjasama tersebut meliputi:

a. Kerjasama operasional. Dilakukan melalui pengelolaan mangjemen
dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama
dengan tidak menggunakan barang milik daerah.

b, Pemanfaatan barang milik daerah. Dilakukan melalui
pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang
milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk
memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi Kualitas pelayanan
umum yvang menjadi kewajiban Puskesmas. Pelaksanaan kerjasama
dalam bentuk perjanjian. Pendapatan dari pemanfaatan barang milik
daerah vang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungs:
kegiatan puskesmas vang bersangkutan merupakan Pendapatan
BLUD. Pemanfaatan barang milik daerah mengkuti peraturan
perundang-undangan. Tata cara kerjasama dengan pihak lain
mengikuti Peraturan Kepala Daerah.

10. Investasi BLUD
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BLUD puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberikan
manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayvanan
kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan dengan
tetap memperhatikan rencana pengeluaran,

Investasi yang diperbolekan adalah investasi jangka pendek. Yaitu

mvestasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dirmiliki

selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek
dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek
dengan memperhatikan rencana pengeluaran.

Investasi jangka pendek meliputi:

a. Deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai
dengan 12 |dua belas] bulan dan/atau yang dapat diperpanjang
secara otomats

b. Surat berharga negara jangka pendek

Karakteristik investasi jangka pendek yaitu:

a. Dapat segera diperjualbelikan

b. Dityjukan untuk manajemen kas

c. Instrumen keuangan dengan risiko rendah

SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) BLUD

Sisa lebih perhitugan anggaran [SiLPA} merupakan selisih lebih antara

realisasi penerimaan dan pengeluaran puskesmas selama | (satu) tahun

anggaran. Dihitung berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada

1 [satu] periode anggaran. Ketentuan mengenai SiLPA sebagai berikut:

a. SILPA dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali
atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke
kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana
pengeluaran puskesmas.

b. Pemanfaatan SiLPA dalam tahun anggaran berikutnya dapat
digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

c. Pemanfaatan SiLPA dalam tahun anggaran berikutnva vang
digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui
mekanisme APBD.

d. Dalam kondisi mendesak, pemanfaatan SiLPA tahun anggaran
berikutnya dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

e. Kondisi mendesak vang dimaksudkan adalah:
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1) Program dan kegiatan pelayanan dasar masvarakat vang
anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannva
pada tahun anggaran berjalan.

2) Keperluan mendesak lainnya wyang apahila ditunda akan
menimbulkan kerugian vang lebih besar bagi pemerintah daerah
dan masyarakat,

Defisit

Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan
belanja BLUD. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan
pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat
bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan
pinjaman.

Laporan Keuangan

Puskesmas menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan. Laporan keuangan BLUD terdiri atas;

Laporan Realisasi Anggaran (LEA|

Laporan perubahan saldo anggaran lebih

Neraca

Laporan Operasional [LO)

Laporan arus kas

Laporan perubahan ekuitas, dan

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP).

Laporan keuangan disertai dengan laporan kinerja yang berisikan

® moEopp g

informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.

Laporan keuangan diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan laporan keuangan memperhatikan ketentuan sebagai

berikut:

a. Pemimpin BLUD menyusun laporan keuangan semesteran dan
tahunan

b. Laporan keuangan disertai dengan laporan kinerja paling lama 2
(dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan
review oleh bidang pengawasan di Pemenntah Daerah.

¢. Laporan keuangan diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam
laporan keuangan Dinas  Kesehatan, untuk selanjutnya
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diintegrasikan /dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan
Pemerintah Daerah.

d. Hasil review merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD
Puskesmas.

F. PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH
Kepala Puskesmas yang menerapkan BLUD menetapkan kebijakan
pengelolaan sampah dan limbah baik limbah kimia, fisik dan biologik.

Kebijakan pengelolaan lingkungan dan limbah vang diselenggarakan di

UPTD Puskesmas Tinanggea yaitu:

1. Pengelolaan limbah di UPTD Puskesmas Tinanggea dengan
menggunakan [PAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah). Alur
pembuangan limbah di Puskesmas semua dialirkan menjadi satu
saluran pipa pembuangan yang berakhir pada IPAL. IPAL im terdini dari
4 tahap di mulai dengan inlet masuk di tahap 1. pada sistem ini ada
penambahan bakter starter, kemudian masuk tahap 2 disini dilakukan
penyaringan dengan bio ball dan batu zeolit kemudian masuk tahap 3
disini ada proses aecrasi, setelah itu masuk pada tahap 4 dilakukan
penvaringan lagi, setelah itu baru air limbah keluar melalui outlet.
Selama ini di UPTD Puskesmas Tinanggea sudah dilakukan uji baku
mutu air limbah ke BTKL surabava dengan hasil vang baik dan
memenuhi standart kualitas baku mutu air limbah.

2. Pengelolan sampah di UPTD Puskesmas Tinanggea dibedakan menjadi 2
vaitu untuk pengelolaan sampah medis dan non medis, Untuk
pembuangan sampah medis UPTD Puskesmas Tinanggea melakukan
perjanjian dengan perusshaan pengolah limbah. Sedangkan
Pembuangan sampah Non Medis UPTD Puskesmas Tinanggea
melakukan pembakaran di tempat pembakaran sampah .

3. UPTD Puskesmas Tinanggea memiliki tanggung jawab sosial terhadap
lingkungan. Hal ini diwujudkan dalam upaya pencegahan penyakit yang
dapat ditimbulkan oleh lingkungan vang tidak sehat, Tidak hanya itu
UPTD Puskesmas Tinanggea juga memiliki komitmen dalam masalah
limbah dan sampah dengan baik agar tidak mencemarn lingkungan.
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BAB III
PENUTUP

Pola Tata Kelola yang diterapkan pada Puskesmas yang menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah bertujuan untuk:
A. Memaksimalkan nilai puskesmas dengan cara menerapkan prinsip

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi, agar
puskesmas memiliki daya saing yang kuat,

B. Mendorong pengelolaan puskesmas secara profesional, transparan dan
efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ
puskeamas.

C. Mendorong agar organisasi puskesmas dalam membuat keputusan dan
menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi
dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
serta kesadaran atas adanva tanggung jawab sosial puskesmas terhadap
stakeholder.

D. Meningkatkan kontribusi puskesmas dalam mendukung kesejahteraan
umum masvarakat melalui pelayanan kesehatan.

Untuk dapat terlaksananya aturan dalam Pola Tata Kelola perlu
mendapat dukungan dan partisipasi seluruh karyawan Puskesmas serta
perhatian dan dukungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baik bersifat
materiil, administratif maupun politis.

Pola Tata Kelola puskesmas ini akan direvisi apabila terjadi perubahan
terhadap peraturan perundang-undangan vang terkait dengan pola tata kelola
puskesmas sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan fungsi,
tanggung jawab, dan kewenangan organisasi puskesmas serta perubahan
lingkungan.
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